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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu
sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka
terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang
hati dan baik.”

(QS. an-Nisa’: 4)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan

merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke

dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf
Arab Nama Huruf Latin Nama
\ Alif Tidak Tidak
dilambangkan | dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
& Sa S Es (dengan titik
di atas)
z Jim J Je
z Ha H Ha (dengan
titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan ha
2 Da D De
3 Za Z Zet (dengan
titik di atas)
J Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
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o= Sad Sh Es dan ha
o= Dad D De (dengan
titik di bawah)
b Ta T Te (dengan titik
di bawah)
L Za Z Zet (dengan
titik di bawah)
' ‘Ain ‘ Apostrof
terbalik

¢ Gain G Ge

- Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

&l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

o Nun N En

g Wau W We

J Ha H Ha

3 Hamzah 0 Apostrof

¢ Ya Y Ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti
vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak

ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa

Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
Fathah A A
Kasrah | |
Damah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya

berupa

gabungan antara

harakat

dan  huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Nama
Latin
& Fathah dan ya Al Adan |
3 Fathah dan Au Adan U
wau
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya

berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf

dan tanda, yaitu:




Harakat Huruf
dan Nama dan Nama
Huruf Tanda
... Fazhah dan A A dan garis
alif di atas
S... Kasrah dan ya 1 | dan garis di
atas
5.0 Dammah dan U U dan garis
wau di atas

D. Ta Marbiah

Transliterasi untuk ta marbuzrah ada dua, yaitu:

ta marburah yang hidup atau memiliki harakat fazhah,

kasrah, atau damah menggunakan transliterasi [t],

sedangkan ta marbufah yang mati atau berharakat sukun

menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau tasydd yang dalam penulisan

Arab dilambangkan dengan tanda tasydid (<), dalam

transliterasi

ini dilambangkan dengan pengulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydd.




Jika huruf ya () ber-tasydd di akhir sebuah
kata dan didahului harakat kasrah (::), maka ia

ditransliterasi seperti huruf maddah (7).

. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf alif lam ma arifah (J)).
Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh
huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan

dihubungkan dengan garis mendatar (-).

. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi
apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di
tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di
awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab ia berupa alif.

. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam
Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang
ditransliterasi merupakan Kkata, istilah, atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah,

xi



atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari
pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering
ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut
cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau
kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks

Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Lafz al-Jalalah (&%)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti
huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai
mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah. Adapun ta marbiatah di akhir kata yang
disandarkan pada lafz al-jalalah ditransliterasi dengana
huruf [t].

Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf
kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut
dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital
berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal snama, dan huruf pertama pada
permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah

xii



huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital

(Al) apabila berada di awal kalimat.
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ABSTRAK

Mahar ditetapkan sebagai pemberian wajib oleh suami
kepada istri sebagai simbol ketulusan, komitmen dan kejujuran
dalam perkawinan. Kewajiban menyerahkan mahar bukan
merupakan rukun dalam perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam. Di Pengadilan Agama Kendal terdapat
perkara pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu
(uang mainan) dan tidak adanya cincin emas 2 gram, hal ini dapat
diketahui dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI. Dengan adanya permasalahan tersebut,
penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa
pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan
karena mahar palsu dalam putusan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap
pembatalan perkawinan dalam putusan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdlI?.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu
penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap penelitian
bahan-bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis-doktrinal dan pendekatan kasus. Sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder yang
meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka yang
berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data
dengan dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa hakim dalam
pertimbangannya dimana hakim menganggap bahwa tidak
terpenuhinya rukun dalam perkawinan yaitu cacat di ijab
dan gabulnya, artinya mahar yang diberikan palsu (cacat),
serta terdapat unsur penipuan berdasarkan mahar yang
diberikan oleh Termohon kepada Pemohon yaitu berupa
uang palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2
gram. Dalam hal ini perkawinan dapat dibatalkan karena
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ada pihak yang dirugikan. Akibat hukum terhadap
pembatalan perkawinan mencakup tiga hal; pertama,
putusnya hubungan suami istri. Kedua, terhadap anak yang
dilahirkan yaitu tetap menjadi anak sah dan tidak akan
memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang
tuanya. Ketiga, terhadap harta bersama. Namun dalam
kasus ini hanya berakibat hukum terhadap hubungan suami
istri saja yaitu putusnya hubungan suami istri, artinya dalam
kasus ini belum ada anak yang dilahirkan dan tidak ada
harta bersama, dikarenakan belum pernah berhubungan
badan. Akibat hukumnya yaitu istri tidak berhak atas mahar
dari suami dan tidak ada masa iddah bagi istri, sebab belum
pernah dukhul (hubungan intim).

Kata kunci: mahar palsu, pembatalan perkawinan, akibat hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk
membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera dan
bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan
tanggung jawab. Perkawinan atau pernikahan diartikan
sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan.' Oleh
karenanya setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan
dan menikmati indahnya hidup bersama keluarga atau
pasangan hidupnya baik suami maupun istri. Tentu semua
orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi
yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan
rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih

sayang, dan juga dipenuhi keberkahan dari Allah Swt.?

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

! Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.
2 Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga, Jurnal
Buana Gender, Vol. 1. No. 1, 2016, 16.

1



bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’
Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam
lalah akad yang sangat kuat atau miitsagon gholiidhan
untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya

merupakan ibadah.”

Manusia diciptakan Allah Swt mempunyai naluri
manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia
dibekali dengan keinginan untuk melakukan perkawinan,
karena perkawinan itu merupakan salah satu faktor untuk
menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap
manusia pada umumnya selalu menginginkan sejahtera dan
bahagia. Sesuatu kebahagian tidak akan tercapai tanpa
mematuhi peraturan yang diatur oleh agama. Salah satu
jalan mencapai kebahagaian yaitu dengan jalan perkawinan,
hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan
keluarga yang harmonis, kekal dan bahagia. Sebagaimana

dalam firman Allah surat ar-Rum ayat 21:

® Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU Nomor 1
Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
* Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Fokusmedia, 2007, him 7
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“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada yang
demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi

kaum yang berpikir”.> (Q.S. ar-Rum: 21)

Mahar merupakan salah satu hal yang penting dalam
pernikahan. Menurut kesepakatan para ulama, mahar adalah
pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon
mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, ataupun
jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.®
Menurut Imam Syafi’i mahar adalah sesuatu yang wajib
diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk
dapat menguasai Sseluruh anggota badannya.” Menurut
Imam Malik yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun
dari akad nikah yang tidak adanya mengakibatkan

pernikahan tidak sah, akan tetapi sah pernikahannya

> Al-Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen
Agama RI), him 406.

® Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers,
2015), him. 85.

" Abdurrahman Al-Jaziriy, Al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, juz 4, (Dar Al-
fikr , 2008), him. 94.
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walaupun tidak disebutkan mahar dalam akad nikah.
Menurut Imam Hanafi bahwa mahar adalah suatu
pemberian yang diterima oleh perempuan karena adanya
suatu akad pernikahan atau persetubuhan. Sedangkan
menurut Imam Hambali bahwa mahar adalah sebagai
pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar tersebut
sudah ditentukan sebelum akad nikah dilaksanakan ataupun
setelah akad nikah dilaksanakan atas keridhaan dan
kesepakatan kedua calon mempelai atau hakim.®2 Menurut
Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi
yang biasa disebut dengan panggilan Ibn Rusyd
mengatakan bahwa mahar termasuk syarat sahnya

pernikahan.®

Lebih jauh lagi bahwa mahar merupakan pemberian
suka rela seorang lelaki sebagai simbol dari ketulusan,
komitmen dan kejujuran untuk menikahi seorang
perempuan. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan di dalam

al-Qur’an surat an-Nisa ayat 4:

¥ Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007),
him. 230.

® Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-
Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, 1997, him. 78.
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.*°

(Q.S. an-Nisa’: 4)

Islam sangat memperhatikan dan menghargai
kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya,
diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).
Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri,
bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun walaupun
sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah
apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri,
kecuali dengan ridha dan kerelaan istri.'* Hikmah
diwajibkannya mahar bagi seorang suami yaitu agar suami
memiliki kesiapan dan kebiasaan secara materil dikemudian
hari, sebab mahar adalah pemberian pertama seorang lelaki

setelah menjadi suami kepada perempuan yang menjadi

19 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro,
2006), him 77.

1 Adul Rahman Ghazaly, Figih Munakahat, (Jakarta : Prenadamedia Group
(Kencana), 2003), him. 61.
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istrinya, yang kemudian munculnya berbagai kewajiban
materil lain yang menjadi kewajiban suami kepada istrinya
selama pernikahan tersebut berlangsung.*?

Mahar di Indonesia telah diatur dalam KHI. Hal ini
dirasa perlu agar mahar dalam koridor hukum dan untuk
menjamin hak-hak perempuan. Kewajiban menyerahkan
mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan. Oleh
karena itu kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada
waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.
Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang,
tidak mengurangi sahnya perkawinan. Kedua diktum diatas
memberikan gambaran bahwa mahar dapat diberikan secara
langsung dan juga dapat dihutang. Secara unik, KHI
menyebutkan bahwa mahar yang diberikan kepada
mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya
disepakati kedua belah pihak. Dikatakan unik karena
mempelai wanita dapat ikut serta menentukan jumlah,
bentuk dan jenis mahar, bukan ditentukan oleh suami
sendiri atau suami menaksir jumlah, bentuk dan jenis mahar
disesuaikan dengan status pihak mempelai wanita. Namun

bagaimanapun, KHI mengarahkan agar penentuan mahar

2Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2011), him. 87.
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berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang

dianjurkan oleh ajaran Islam.*®

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai salah satu
sumber hukum yang diberlakukan bagi umat Islam di
Indonesia dan menjadi salah satu dasar hukum hakim di
Peradilan Agama Indonesia memberikan ketentuan tentang
permasalahan mahar. Hal ini terdapat dalam bab V tentang
mahar yaitu dalam pasal 30-38. Adapun dalam pasal 38
disebutkan bahwa:

(1)  Apabila mahar yang diserahkan mengandung
cacat atau kurang, tetapi calon mempelai
tetap bersedia menerimanya tanpa syarat,
penyerahan mahar dianggap lunas.

(2)  Apabila istri menolak untuk menerima mahar
karena cacat, suami harus menggantinya
dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama
Penggantinya belum diserahkan, mahar

dianggap masih belum dibayar.

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk

waktu selama-lamanya dan sampai mati oleh seorang suami

3 Abdul Hadi, Figih Munakahat, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), him. 96-97.
7



istri. Inilah yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Islam.
Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang
menghendaki putusnya perkawinan itu sendiri, dalam arti
bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka hanya
kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam
membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah
terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga sehingga
dengan diputusnya sebuah perkawinan akan menjadi jalan
keluar yang baik bagi dirinya maupun pasangan hidupnya.
Hal-hal yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan
adalah karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami
terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara
keduanya, atau karena sebab-sebab lain yang salah satunya
adalah karena adanya sebab fasakh atau karena adanya
pembatalan perkawinan demi hukum yang dilakukan di

depan sidang pengadilan.

Dalam Hukum Islam dikenal istilah fasakh secara
bahasa berarti merusak atau membatalkan. Fasakh dapat
terjadi karena terdapat hal-hal yang membatalkan akad

nikah yang dilakukan dan dapat pula terjadi karena sesuatu



hal yang baru dialami sesudah akad nikah dilakukan dan

perkawinan sudah berlangsung.*

Menurut al-Zuhaili fasakh nikah adalah rusaknya
sebuah akad pernikahan dari asalnya dan menghilangkan
kehalalan atas sesuatu yang dibolehkan dalam ikatan
pernikahan.’®> Menurut Sudarto, fasakh merupakan
membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan antara
suami dan isteri. Fasakh disyariatkan dalam rangka
menolak kemudharatan dan diperbolehkan bagi seorang istri

yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.®

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan
mengenai pembatalan perkawinan yang terdapat dalam
Pasal 70-76, akan tetapi dari penjelasan-penjelasan yang
terdapat dalam Bab XI Pasal 70 KHI, dapat disimpulkan
bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu
perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau
baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut

hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

1 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang, (Yogyakarta :
Liberty, 1982), him. 113.

1> Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islam wa Adillatuhu, Juz 7, (Damaskus: Dar al-
Fikr, 1985), him. 348.

16 Sudarto, Ilmu Fikih Refleksi Tentang Ibadah, Muamalah, Munakahat dan
Mawaris, (Yogyakarta : Deepublish, 2018), him. 210.
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Pembatalan perkawinan (fasakh) telah diatur oleh
Undang-Undang Perkawinan. Dalam Pasal 22 UU No. 1
Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan
apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk
melangsungkan perkawinan.!” Dengan demikian sebuah
perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah
terjadi  perkawinan lalu dibatalkan karena adanya

pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.

Pembatalan  perkawinan ini  terjadi  setelah
ditemukan  pelanggaran  terhadap = Undang-Undang
perkawinan atau hukum Islam. Jika ini terjadi maka
Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas
permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun
pihak-pihak  yang dapat mengajukan  pembatalan
perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan
lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang,
pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan
perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa,
suami atau istri. Permohonan pembatalan perkawinan

diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana

Y Tarigan, Aminur Nurudin dan Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, (Jakarta : Pernada Media, 2004), him. 106.
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perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal kedua

suami istri, suami atau istri.*®

Adanya  pengaturan  mengenai  pembatalan
perkawinan selain dimaksudkan untuk penyempurnaan
pengaturan ketentuan perkawinan  juga untuk
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul
dikemudian hari. Kenyataan yang ada di masyarakat, masih
ada pihak-pihak yang melangsungkan sebuah pernikahan
tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan secara

utuh atau terjadi larangan-larangan yang dilanggar.

Seperti kasus yang penulis teliti terjadi di
Pengadilan Agama Kendal dalam register Nomor:
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl perkara tentang Pembatalan
Perkawinan yang diajukan oleh pemohon (penggugat)
karena merasa dibohongi terhadap mahar yang diberikan.
Tentang duduk perkara bermula adanya perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor

'8 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta : Kencana Prenada Media
Group, 2010), him. 153
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0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021. Bahwa setelah
pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal
bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum
pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul).
Bahwa 5 jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul
14.00 WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon
mendapati bahwa Termohon (Tergugat) berbohong tentang
mahar perkawinan. Bahwa mulanya Termohon menjanjikan
untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp.
1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2
gram, namun saat Pemohon (Penggugat) mencarinya,
Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa uang
monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang
dijanjikan. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon
merasa dibohongi oleh Termohon, dan bermaksud untuk

mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan.

Dalam fakta persidangan terbukti bahwa mahar yang
diberikan oleh termohon kepada pemohon adalah uang
sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin emas 2 gram, akan
tetapi yang diterima termohon hanya uang monopoli (uang

mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikannya.

9 pytusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl
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Menurut majlis hakim dalam pertimbangannya
bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak
memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya mahar
yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam hal ini
diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan, “apabila calon mempelai wanita menyetujui,
penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk
seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai
pria.” Atas dasar pertimbangan dan fakta hukum tersebut,
oleh karena itu majlis hakim mengabulkan permohonan

pemohon.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk
mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan “Analisis
Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar Palsu
(Studi Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah
dijelaskan diatas, maka peneliti akan mengambil rumusan
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

13



1. Apa pertimbangan hakim dalam  memutuskan
pembatalan perkawinan karena mahar palsu dalam
perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdI?

2. Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan
perkawinan karena pemberian mahar palsu dalam
Putusan Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdI?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka penelitian ini

memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan
hakim dalam memutuskan perkara Pembatalan
Perkawinan karena mahar palsu dalam Putusan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI.

2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pembatalan
Perkawinan karena mahar palsu dalam Putusan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI.

D. Manfaat Penelitian
Setelah tercapainya tujuan penulisan, maka
diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat antara

lain :
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1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam hal
berkontribusi dalam hukum keluarga Islam khususnya
dalam kajian tentang figih munakahat dan menambah
ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembatalan
perkawinan karena pemberian mahar palsu.

2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan sebagai
salah satu bahan acuan bagi para akademisi maupun
praktisi dalam mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan
pembatalan perkawinan karena mahar palsu, dan agar

bisa menjalankan prosedur dengan baik dan benar.

E. Telaah Pustaka
Telaah pustaka di sini menggambarkan beberapa
topik yang mungkin memiliki kesamaan dengan penelitian
sebelumnya, maka perlu dipaparkan hasil dari tulisan
terdahulu untuk mengkaji dan menelaah dengan tujuan
menemukan perbedaan yang subtansial didalamnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Bashori S.R di
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
(2017) “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa
(Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo
Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb)”. Dalam
skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif dan jenis
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penelitian hukum normatif dengan menggunakan
metode pendekatan perundang-undangan dan kasus.
Skripsi ini berkesimpulan bahwa pada Pengadilan
Agama Wonosobo mengabulkan permohonan pemohon
pembatalan perkawinan dengan pertimbangan hukum
pasal 71 KHI, namun mengabaikan pasal 72 KHI
sebagaimana pasal 27 UU Perkawinan yang mengatur
jangka waktu untuk mengajukan  permohonan
pembatalan perkawinan.?’ Dari skripsi tersebut terdapat
perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh
penulis yaitu terletak pada sisi jenis pembatalan
nikahnya karena kawin paksa sedangkan skripsi yang
dibahas penulis vyaitu tentang analisis pembatalan
perkawinan karena pemberian mahar uang palsu
(mainan) dan tidak adanya emas 2 gram.

2. Jurnal yang ditulis oleh Kholilah (2019) “Tinjauan
yuridis tentang akibat hukum pembatalan perkawinan
terhadap status anak dan pembagian harta bersama
(Studi Analisis Putusan PA Nomor
900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)”. Penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif.

%0 Muhammad Bashori S.R, Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa
(Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor
1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb), Skripsi UIN Walisongo (Semarang 2017).
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Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa
status anak yang dilahirkan merupakan anak yang sah.
Hal ini sesuai dengan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974
dan pasal 9 Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan
perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang
dilahirkan dari perkawinan, sebagaimana ketentuan
dalam pasal 28 UU No. 1 Tahun 1974. Mengenai akibat
hukum pembatalan perkawinan terhadap pembagian
harta bersama, penelitian ini tidak ada pembagian harta
bersama antara suami isteri yang dibatalkan
perkawinannya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 28
UU Nomor 1 Tahun 1974, yang mana tidak ada
pembagian harta bersama akibat dari pembatalan
perkawinan, jika ada perkawinan terdahulu.?* Skripsi
yang akan penulis bahas ini berbeda dengan jurnal
diatas, dalam skripsi yang akan penulis bahas itu
tentang analisis pembatalan perkawinan karena
pemberian mahar palsu.

. Jurnal yang ditulis oleh Vika Mega Hardani dkk (2016)

“Akibat hukum pembatalan perkawinan karena

2 Kholilah, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan
PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr), Iti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 06,
No. 02 : 2019.
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pemalsuan identitas (Studi kasus putusan Nomor:
615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”. Penelitian ini menggunakan
metode pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data
diperoleh melalui data primer dengan menggunakan
wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi
pustaka, metode analisis data menggunakan analisis
kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya
pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena
adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh
Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat
berwenang yang membuat dokumen seperti Kkartu
identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga.
Sedangkan akibat hukum terdadap anak yang dilahirkan
dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak
kandung dari suami istri tersebut. Akibat hukum
terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta
bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat
hukum terhadap pihak ketiga adalah suami istri tetap
memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum
yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat

perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.?*

22 Vika Mega Hardani dkk, Akibat hukum pembatalan perkawinan karena
pemalsuan identitas, (Studi kasus putusan Nomor 615/Pdt.G/2014), Diponegoro
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Penelitian tersebut membahas tentang akibat hukum
pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas,
sedangkan yang membedakan dengan skripsi yang akan
penulis bahas yaitu tentang analisis pembatalan
perkawinan karena pemberian mahar uang mainan
(monopoli) palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram.
4. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Shofiah (2019) “Analisis
hukum Islam terhadap penolakan istri  untuk
melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat
pemberian mahar emas palsu (Studi kasus di desa
Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram)”
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Jenis
penelitian yang digunakan adalah lapangan. Data
penelitian ini yaitu dengan pendekatan deskriptif
analisis dengan pola pikir deduktif. Dalam penelitian ini
disimpulkan bahwa setelah mengetahui mahar yang
diberikan palsu, si istri melakukan penolakan terhadap
suami yang suaminya meminta hubungan badan namun
istri masih melakukan kewajiban yang lain, dan masih
tinggal dirumah suami sambil menunggu i’tikad baik
untuk menggantinya. Dalam skripsi ini kesimpulannya

adalah bahwa seorang istri boleh melakukan penolakan

Law Journal, Vol. 05, No. 03 : 2016.
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atas kewajiban terhadap suaminya untuk melakukan
hubungan badan sebelum diserahkan maharnya karena
hal itu merupakan hak istri.”® Skripsi tersebut membahas
tentang penolakan istri untuk melakukan kewajiban
karena pemberian mahar emas palsu sedangkan yang
membedakan dengan skripsi yang akan penulis bahas
yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena
pemberian mahar palsu atau uang mainan (monopoli)
dan tidak adanya emas 2 gram.

Jurnal yang ditulis oleh Priska Regita Dwintasari, Siti
Muflichah dan Haedah Faradz di Fakultas Hukum
Universitas Jenderal Soedirman (2020) “Pembatalan
perkawinan karena mahar imitasi (Tinjauan Yuridis
Putusan  Pengadilan ~ Agama  Bekasi  Nomor
2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)”.  Jenis penelitian yang
digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan
metode analisis data normatif kualitatif. Dalam
penilitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim

dalam memutuskan perkara ini selain berdasar pada

% Dewi Shofiah, Analisis hukum Islam terhadap penolakan isteri untuk
melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga akibat pemberian mahar emas
palsu (Studi kasus di desa Pagutan kecamatan Mataram, Kota Mataram),
diakses http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/38924, Pada 15 November 2022

pukul 10.35 WIB. Skripsi UIN Sunan Ampel (Surabaya 2019).
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pasal 30, pasal 34, dan pasal 38 KHI, pasal 23 huruf a
UU Perkawinan, serta dilengkapi dengan pasal 23 huruf
b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yaitu yang mengajukan pembatalan
perkawinan yaitu istri atau suami. Karena mahar
merupakan hak istri dan yang dirugikan adalah istri.?*
Dalam jurnal tersebut membahas tentang pembatalan
perkawinan karena mahar imitasi (Tinjauan yuridis
putusan  Pengadilan =~ Agama  Bekasi  Nomor
2699/Pdt.G/2019/PA.Bks) terdapat perbedaan yang
sangat jelas dengan skripsi yang akan penulis bahas
yaitu tentang analisis pembatalan perkawinan karena
pemberian mahar uang mainan (monopoli)/ palsu dan

tidak adanya cincin emas 2 gram.

Dari beberapa telaah pustaka diatas, berbeda dengan

penelitian yang akan penulis kaji, yaitu mengenai masalah

pembatalan perkawinan karena pemberian mahar palsu.

Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih dalam

mengenai permasalahan tersebut.

? Priska Regita Dwintasari dkk, Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Imitasi

yuridis  putusan  Pengadilan  Agama  Bekasi  Nomor

2699/Pdt.G/2019/PA.Bks), Soedirman Law Review (S.L.R), Vol. 02, No. 04 :
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem
untuk mengerjakan penelitian dengan sistematika atau
terstruktur, dan metodelogi adalah ilmu yang mempelajari
proses berpikir dan menganalisis pikiran tersebut hingga
menemukan suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian
tersebut.”® Jadi metode penelitian adalah cara-cara yang
diambil seorang peneliti untuk bisa menyimpulkan

penelitian.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif,
yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis
dari aspek teori, sejarah, filososfi, perbandingan,
struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelas
secara umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan
mengikat peraturan perundang-undangan tetapi tidak
mengikat pada aspek terapan atau implikasinya.?® Yaitu
penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap

penelitian bahan-bahan pustaka.

> Soerjono Soekamto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), him. 3.
% Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, tth), him. 2.
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Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-
doktrinal dan pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji
dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa
literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas yang bertujuan untuk menjawab setiap
permasalahan dalam penelitian yaitu yang berkaitan
dengan faktor-faktor apa saja yang dapat dijadikan

alasan pembatalan perkawinan.

Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan
sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah
sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari
sumber asli (tidak melalui perantara).”” Dalam
penelitian ini, data primer diperolen dengan
menggunakan metode wawancara kepada bapak hakim
Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan data sekunder
adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan
oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti
dan subjek penelitiannya.”® Data sekunder antara lain

meliputi publikasi tentang hukum atau bahan pustaka

27 Gabriel Amin Silalahi, Metode Penelitian dan Study Kasus, (Sidoarjo: CV.
Citra Media, 2003), him. 57.

%8 zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: RadjaGrafindo
Persada, 2004), him. 25.
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yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan Hukum
atau data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier.?®

a. Bahan hukum primer®®, yaitu bahan yang bersifat
mengikat (autoritatif) secara yuridis yang terdiri
dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi,
putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara
yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan
penelitian:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan Pasal 2 ayat (1)

2. Kompilasi Hukum Islam

3. Putusan Nomor  2152/Pdt.G/2021/PA.KdI
tentang Pembatalan Pembatalan perkawinan
karena pemberian mahar palsu.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku

teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah

2% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 35.
%0 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2005), him. 141-169.
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atau pendapat para pakar di bidang hukum.®* Data
ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur
yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh
berdasarkan catatan-catatan yang berkaitan dengan
penelitian dan juga dapat berupa karya ilmiah serta
literatur lain.

c. Bahan hukum tersier merupakan tambahan
pemberian informasi, petunjuk, penjelas terhadap
bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder
seperti kamus hukum, ensiklopedia, surat kabar,
majalah dan lain-lain.*

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi yaitu mencari data atau informasi
yang berkaitan dengan variable diatas, dapat
berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, serta
dokumen-dokumen penting lainnya,®® dengan

menelusuri  dan  mempelajari data tersebut

31 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:
RadjaGrafindo Persada, 2004), him. 31.
%2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, him. 183-184.
% Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rieneke, 1998), him. 139.
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mengenai berbagai hal yang ada hubungannya
dengan penelitian ini, baik dari sumber hukum
primer, sekunder, maupun tersier dan lain
sebagainya.

b. Wawancara atau Interview adalah percakapan
yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu
pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan
yang diwawancarai yang memberikan jawaban
atas pertanyaan-pertanyaan itu.>* Dalam penelitian
ini  wawancara dilakukan dengan hakim
Pengadilan Agama Kendal. Untuk memberikan
keterangan atau informasi yang diperlukan bagi
penulis untuk penelitian ini agar informasi yang
diperlukan penulis mendapatkan keterangan hasil
secara tepat dan akurat.

4. Metode Analisis Data
Analisis data adalah metode pengumpulan dan
penghimpunan dalam mentranformasikan data dengan
tujuan untuk memperoleh informasi yang bermanfaat
dan memberikan saran atas kesimpulan yang dapat

ditarik dari keputusan.

% Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja
Rosdakarya, 2002), him. 135.
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Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya
yaitu menganalisis data. Ada tiga tahap yang dapat
dilakukan dalam analisis data, yaitu pertama reduksi
data merupakan proses pemilihan data yang bertujuan
memudahkan peneliti dalam memahami data yang telah
dikumpulkan dengan cara merangkum yang inti. Tahap
yang kedua yaitu penyajian data merupakan sekumpulan
informasi  yang diperoleh dan disusun untuk
pengambilan kesimpulan, dan yang ketiga yaitu

penarikan kesimpulan.®

Metode analsis data yang digunakan dalam
penilitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan
cara analisis dokumen atau isi yang berfokus pada
penelitian dokumen dan menganalisis putusan atau
ketetapan yang di tetapkan oleh hakim.® Penelitian ini
dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum
sekaligus juga mendeskripsikan perkara permohonan
pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kendal
dengan Nomor putusan 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl.

% Nanang Martono, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2015), him. 11.

% Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2013), him. 19.
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G. Sistematika Penulisan

Sesuai

dengan analisis yang dibahas, untuk

menjelaskan suatu penelitian dan memudahkan pembaca

dalam membaca skripsi ini, maka penulis akan memberikan

sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB |

BAB I

BAB IlI

- PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran
umum penelitian yang didalamnya meliputi;
latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika

penulisan

TENTANG MAHAR, PEMBATALAN
PERKAWINAN DAN AKIBAT
HUKUMNYA

Dalam bab ini penulis akan membahas
tentang tinjauan umum mahar, pembatalan
perkawinan, dan akibat hukum pembatalan

perkawinan.

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
KENDAL Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdlI
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BAB IV

BAB V

Dalam bab ini menjelaskan tentang profil
Pengadilan Agama Kendal dan putusan
hakim  Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdlI
tentang pembatalan perkawinan memuat
duduk perkara, tata urut persidangan,
pertimbangan hukum hakim, dan amar

putusan hakim.

. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN
PERKAWINAN (Studi Putusan PA Kendal
Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

Dalam bab ini berisi tentang analisis putusan
hakim terkait dengan pertimbangan hakim,
dan akibat hukum terhadap pembatalan

perkawinan.

- PENUTUP
Dalam bab ini akan berisi mengenai

kesimpulan, saran dan penutup.
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BAB 11
MAHAR, PEMBATALAN PERKAWINAN
DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Mahar
1. Pengertian Mahar
Kata “Mahar” berasal dari bahasa Arab yaitu al-
mahr, jamaknya al-muhur atau al-muhurah.®” Dalam Al-
Qur’an ada beberapa istilah kata untuk menyebut kata
mahar, yaitu kata shadaqg, nihlah, faridhah, dan ajr. Adapun
dalam Hadits kata mahar disebut mahr, aliqah dan ‘ugr.®
Kata shadaq artinya kebenaran untuk membenarkan cinta
suami kepada istrinya, atau penghormatan kepada istri.
Kemudian kata nihlah berarti pemberian sukarela, atau bisa
diartikan juga sebagai kewajiban. Lalu kata ajr berasal dari
kata ijarah yang artinya upah. Kemudian kata faridhah
berasal dari kata faradha artinya kewajiban. Sedangkan kata
‘ugr berarti mahar untuk menghormati terhadap

perempuan.*

%" Nurjamah, Mahar Pernikahan, (Yogyakarta: Prima Shopi, 2003), him. 23.
% Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai
Aturan yang Berlaku di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2021), him. 179.
% Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr,
2007), him. 231.
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Mahar secara etimologi artinya maskawin.
Sedangkan secara terminologi mahar adalah pemberian
wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan
hati calon suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang bagi
seorang istri kepada calon suaminya. Atau singkatnya yaitu
suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada

calon istrinya, baik berupa barang, maupun jasa.*

Dalam kamus Al-Munawwir, kata mahar artinya
maskawin.** Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mahar
adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari
mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika

dilangsungkan akad nikah.*?

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mahar adalah
suatu yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap

wanita yang disebutkan dalam akad nikah sebagai

0 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 84.
Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him. 1363.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Cet. Ke-1, Edisi ke-4,
him. 856.
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pernyataan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup

bersama sebagai suami istri.**

Pengarang kitab al-‘Inaayah ‘Alaa Haamisyi al-
Fathi mendefinisikan mahar yaitu sebagai harta yang harus
dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai
imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun
dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi
mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan
seorang  perempuan  akibat  pernikahan  ataupun

persetubuhan.**

Mazhab Maliki mendefinisikan mahar yaitu sesuatu
yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan
persetubuhan dengannya. Menurut Mazhab Syafi’i mahar
yaitu sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau
persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan
tanpa daya. Menurut mazhab Hambali mahar adalah sebagai

pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan

* Abdurrahman Al-Jaziri, al-figh Ala al-Madzahib al-4rba’ah, Juz IV, (Beirut:
Dar Al-kitab Al-l1Imiyah), 1990, him. 76.

“ Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, ahli bahasa oleh Abdul
Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. I, him. 103.
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didalam akad, atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan

kedua belah pihak atau hakim.*®

Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam, mahar
merupakan sebagai pemberian dari calon mempelai pria
kepada wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam.*® Hukumnya
wajib, yang menurut kesepakatan para ulama merupakan

salah satu syarat sahnya nikah.*’

Dasar Hukum Mahar
Mahar sebagai suatu kewajiban dalam perkawinan

Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum
yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon
suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar
mahar kepada calon istri.

Adapun dasar hukum diwajibkannya adanya mahar

dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

“ bid.,

*® Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I,
Kompilasi Hukum di Indonesia, Jakarta: 2001, him. 1.
*" 1bn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, juz 2, (Semarang: Usaha Keluarga, tt.), him.

14.
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a. Al-Qur’an
Di dalam Al-Qur’an dijelaskan yaitu firman Allah SWT
dalam surat an-Nisa’ (4): 4

z-

AP AL E

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.*®
(Q.S. an-Nisa’: 4).

,ef}fw %4 o~ n}//.a ?f»
w%g&#&ﬁw—%dp&

Ayat ini mewajibkan atas seorang muslim agar
memberikan mahar kepada wanita yang akan dipersunting
menjadi istrinya.*® Dilihat dari asbabun nuzul surat an-Nisa’
ayat 4 di atas bahwa dalam Tafsir Jalalain terdapat
penjelasan sebagai berikut:

Diketengahkan oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih
katanya : “Dulu jika seorang laki-laki mengawinkan

putrinya, diambil ~maskawinnya tanpa memberikan

8 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro,
2006), him 77.

* Abdur Rahman 1. Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT Rineka
Cipta, 1992), Cet. Ke-1, him. 66.
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kepadanya”. Maka, Allah melarang mereka berbuat yang

demikian, sehingga menurunkan surat an-Nisa’ ayat 4 ini.>

Mengenai pembicaraan dalam ayat di atas diarahkan
kepada para suami. Artinya berikanlah kepada wanita-
wanita yang telah kalian ikat dengan mahar suatu
pemberian, sebagai lambang kasih sayang yang mendasari
hubungan kalian berdua. Pemberian tersebut sebagai tanda
cinta dan kuatnya suatu hubungan, di samping jalinan yang
seharusnya meliputi rumah tangga yang kalian bangun.™

Selanjutnya ayat 4 dari surat an-Nisa’ ini diperkuat
lagi dengan surat an-Nisa’ (4) : 24,

Aoty aSale i s 200 280 G Y STl o et

L«.eamwr&w&vg\}»b 1322 °*Q\v_<b; Lﬁ(._{J

wrﬁxcuvj WJQ&’};—\& Lszfé.;,gaivéxi@ﬂ
LS il 067 A & B ks e o i

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita
yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu
miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai
ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu
selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk

> Jmam Jalaluddin al-Mahalli dan Imam Jalaluddin as-Suyuti, Tafsir Jalalain,
(Kairo : Dar al-Fikr, tth), him. 71.
1 Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (Semarang: CV Toha Putra,
1984), Juz I, him. 330.
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berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati
(campuri) di antara mereka, berikanlah kepada
mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu
kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu
terhadap sesuatu yang kamu telah saling
merelakannya, sesudah menentukan mahar itu.
Sesungguhnya Allah Maha megetahui lagi Maha
Bijaksana”. (Q.S. an-Nisa’: 24)

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh

kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi

sempurna apabila telah diberikan hak wanita yaitu berupa

b. Hadits

Adapun dalil dari hadits diantaranya adalah sabda

Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga
diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, Sayyidah ‘Aisyah
yang berbunyi :

6 SIS i s 8 A Uy 5T 0 Gt wj;s NEETEN
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“Rasulullah didatangi seorang perempuan kemudian
mengatakan: “Wahai Rasulullah SAW sungguh aku
telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka
berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri
seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah
SAW jodohkan saja dia dengan aku sekiranya
engkau kurang berkenan”. Rasulullah bersabda:
“apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu
berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu
menjawab: “saya tidak memiliki apa-apa selain
sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan
sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa
busana, karena itu carilah sesuatu”. Laki-laki itu
berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul
bersabda: “carilah, walaupun hanya sekedar cincin
besi”. Maka laki-laki itu mencari, dan tidak
mendapati  sesuatu. Lalu Rasulullah SAW
menanyakan lagi: “Apa kamu ada sesuatu dari al-
Qur’an?”. Maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini,
menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah
SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan
kamu dengannya dengan mahar apa yang kamu
miliki dari al-Qur’an”. (HR. Muslim)

It
(RIS

Dari adanya perintah Allah SWT dan perintah Nabi
untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat bahwa

hukum membayar mahar kepada calon istri adalah wajib.*

52 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2009), him. 87.
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Dalam pasal 30 KHI juga disebutkan bahwa “calon
mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon
mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya
disepakati kedua belah pihak”.>

c. Mahar Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar bukan
termasuk dalam rukun nikah, juga bukan syarat sah nikah,
tetapi merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh calon
suami kepada calon istri, baik secara kontan ataupun tidak
melalui kesepakatan pihak calon istri. Sementara dalam
hukum perkawinan Islam, mahar merupakan syarat sahnya

pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mahar
secara panjang lebar dalam pasal 30 sampai 38 yang hampir
keseluruhannya mengadopsi dari kitab figh menurut jumhur

ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut :>*

Pasal 30 menyatakan bahwa calon mempelai pria

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita

% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (cet 1: Grahamedia Press, 2014).

* Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 9.
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yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua
belah pihak.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 31 mengatur
penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan
kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Bahwa
mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon
suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar
diberikan langsung kepada calon mempelai perempuan dan
sejak itu menjadi hak pribadinya, bukan hak milik laki-laki
ataupun keluarga mempelai perempuan, hal ini dijelaskan

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 32.

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang
mahar didalamnya terdapat 2 ayat, pertama yaitu
penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. Kedua, apabila
calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar
boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian.
Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi

hutang calon mempelai pria.

Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan
rukun dalam perkawinan, dan kelalaian menyebut jenis dan
jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan

batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan
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mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya
perkawinan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi
Hukum Islam (Pasal 34).

Pasal 35 berisi tentang Suami yang mentalak
isterinya qobla al-dukhul wajib membayar setengah mahar
yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami
meninggal dunia gobla al-dukhul tetapi besarnya mahar
belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar

mitsil.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum
diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain
yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain
yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan

harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih
pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,
penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama. Lalu Pasal 38

menjelaskan tentang :

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau

kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia
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menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap
lunas.

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena
cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain
yang tidak cacat. Selama penggantinya belum

diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.>

Pengaturan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

bertujuan untuk :

1. Menertibkan masalah mahar.

2. Menetapkan kepastian hukum bahwa mahar bukan
merupakan “rukun nikah”.

3. Menetapkan etika mahar atas asas “kesederhanaan dan
kemudahan”, bukan didasarkan atas asas prinsip
ekonomi, status, dan gengsi.

4. Menyeragamkan konsepsi yuridis dan etika mahar agar
terbina ketentuan dan persepsi yang sama dikalangan

masyarakat dan aparat penegak hukum.

® Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 10.

% Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 40.
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3. Syarat-syarat Mahar
Mahar yang diberikan kepada calon istri harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang
tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak
atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar
sedikit tapi bernilai maka tetap sah.

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah
mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua
itu haram dan tidak berharga.

c. Bukan barang ghasab, artinya mengambil barang milik
orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud
untuk memilikinya karena berniat untuk
mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan
barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah
mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas
keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.>’

4. Macam-macam Mahar
Semua ulama’ telah sepakat bahwa membayar

mahar adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar

5 Abdurrahman Al-Jaziriy, Al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, juz 4, (Dar Al-
fikr , 2008), him. 103.
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dapat dibedakan menjadi dua yaitu mahar musamma dan
mahar mitsil. Lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:
a. Mahar Musamma
Mahar musamma yaitu mahar yang telah jelas
dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat
akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:
1. Mahar Musamma Mu ajjal, yaitu mahar yang segera
diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya.
Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara
yang sunnah dalam Islam.
2. Mahar Musamma Ghair Mu’ajjal, yaitu mahar yang
telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi

ditangguhkan pembayarannya.*®

Dalam hal tersebut, membayar mahar musamma
diwajibkan hukumnya apabila telah terjadi dukhul,
apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia
sebagaimana para Ulama’ sepakat apabila telah terjadi
khalwat, maka suami diwajibkan membayar mabhar.
Namun apabila suami meninggal dunia sedangkan mahar

belum terbayarkan, maka pembayarannya diambilkan

*® Beni Ahmad Saebani, Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang
(Perspektif Figh Munakahat dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami dan
Problematikanya), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), him. 110.

43



dari harta peninggalannya dan dibayarkan oleh ahli

warisnya.

Mahar musamma harus diserahkan atau
dibayarkan seluruhnya oleh seorang suami atau
mempelai laki-laki, apabila telah terjadi hal berikut:

a. Suami telah menggauli istri.

b. Apabila ada salah satu suami atau istri meninggal
dunia, tetapi mereka belum pernah terjadi hubungan
badan.

c. Jika suami istri sudah sekamar, berduaan tidak ada
orang lain yang mengetahui perbuatan mereka,
sedangkan pada waktu itu tidak ada halangan syar’i
bagi istri seperti puasa wajib, haid, dan lain
sebagainya, juga tidak ada halangan lain seperti sakit.
Dalam keadaan seperti ini menurut Imam Abu
Hanifah mewajibkan mahar musamma diberikan

seluruhnya.”

%9 Sayyid Sabiqg, Figh As-Sunnah, juz V11, (Al-Kuwait: Dar Al-Bayan, t.th.), him.

71.
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“Dari Zaid bin Abi Aufa berkata: para khalifah
yang empat telah menetapkan, sesungguhnya
ketika jika pintu kamar ditutup, dan tabir
diturunkan, maka wajib memberikan mahar”.
(HR. Abu ‘Abidah).®

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik,
menegaskan bahwa mempelai perempuan berhak
menerima mahar penuh dengan sebab tercampuri, tidak
hanya sebab sekamar saja. Kalau hanya baru sekamar,
mempelai laki-laki tidak wajib membayar dengan

penuh melainkan hanya setengah saja.®:

Mahar musamma biasanya ditentukan dengan
cara musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa
jumlah dan bagaimana bentuknya harus disepakati

bersama.

% gSayyid Sabig, Figh As-Sunnah, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabiyah, Juz I,
tth), him. 161.
*! Ibid., him. 72.
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b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil yaitu mahar yang tidak disebut
besar jumlahnya pada saat sebelum ataupun ketika
terjadi pernikahan. atau dengan kata lain mahar mitsil
adalah mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang
pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari
tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial,
kecantikan dan sebagainya. Dengan demikian mahar itu
mengikuti maharnya saudara perempuan pengantin
wanita (bibi, bude, anak perempuan bibi/bude). Apabila
tidak ada, maka sepadan dengan ukuran wanita lain
yang sederajat dengan dia.®?

Menurut kitab Fathul Mu’in, mahar mitsil adalah :

Bl slos be Bhog Gad il 33 556 & S50 343
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“Mahar mitsil adalah sejumlah maskawin yang
biasanya menjadi dambaan setiap perempuan
yang sederajat dalam nasab dan sifat dari
kalangan perempuan-perempuan yang tingkatan
ashabah-nya sama, untuk mengukur mahar
mitsil seorang perempuan, yang dilihat dahulu
adalah mahar saudara seibu sebapaknya, lalu

62 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 93-

94,
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saudara perempuan seayahnya, lalu anak
perempuan saudara laki-lakinya, lalu bibi dari
pihak ayahnya, demikian seterusnya”.®®

Menurut Sayyid Sabig, mahar mitsil adalah:
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“Mahar mitsil adalah mahar yang seharusnya

diberikan kepada mempelai perempuan sama

dengan mempelai perempuan lain berdasarkan

umur, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan,

kejandaan, asal negara dan sama ketika akad

nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor

tersebut  berbeda maka berbeda pula
maharnya”.%

Mahar mitsil wajib dibayar apabila perempuan
yang sudah dicampuri meninggal dunia atau apabila
perempuan tersebut belum tercampuri tetapi suami
sudah meninggal maka perempuan itu berhak meminta

mahar mitsil dan berhak menerima waris.

Mahar mitsil juga terjadi dalam keadaan sebagai

berikut, diantaranya:

%% Zainuddin bin Abdul Aziz, Fathul Mu’in, (Indonesia: Daru lkhya’il Kutub Al-
‘Arabiyyabh, t.th), him. 108.
® Sayyid Sabiqg, Figh As-Sunnah, him. 75.
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a. Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan
besarnya ketika berlangsung akad nikah, lalu
suami telah bercampur dengan istri atau
meninggal sebelum bercampur.

b. Jika mahar musamma belum dibayar sedangkan
suami telah bercampur dengan istri dan ternyata
nikahnya tidak sah.®®

Hal di atas, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW:
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“Dari Abdullah r.a. tentang seorang laki-laki kawin

dengan seorang perempuan lalu laki-laki itu belum

mengumpulinya dan belum menentukan maharnya,

lalu ia berkata: mahar itu sempurna baginya dan

wajib beriddah dan ia mendapatkan warisan. Ma’qil

bin Sinnan berkata: Saya mendengar Rasulullah

menentukan dengannya kepada Birwa’ binti

Wasyiq”.66

% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, him. 94.
% |mam Taqiyuddin Abu Bakrin bin Muhammad, Kifayah Al-Akhyar, Juz I,
(Bandung: Al-Ma’arif, t.th), him. 63.
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Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang

berjudul hukum perkawinan Islam di Indonesia antara figh

munakahat dan undang-undang perkawinan bahwa mahar

mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan :

1. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama

sekali mahar atau jumlahnya.

Suami menyebutkan mahar musamma, namun
mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang
ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti
maharnya adalah minuman keras.

Suami ada menyebutkan mahar musamma, namun
kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau

sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.®’

5. Kadar (Jumlah) Mahar

Para fugaha telah sependapat bahwa mahar itu tidak

ada batas tertinggi, namun mengenai batasan terendah

terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’i,
Ahmad, Ishag, Abu Tsaur dan fugaha Madinah dari

kalangan tabi’in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana 2011), Ed. 1,

Cet. 1, him. 89.
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terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi
sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.

Menurut sebagian fugaha yang lain berpendapat
bahwa mabhar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan
para pengikutnya berpendapat bahwa mahar itu paling
sedikit seperempat dinar emas murni, atau perak seberat
tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding berat
emas dan perak tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah
berpendapat bahwa minimal dari mahar adalah sepuluh
dirham. Dalam riwayat lain ada yang mengatakan lima

dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.®®

Pangkal silang pendapat ini kata Ibn Rusyd ada dua
hal yaitu sebagai berikut:

1. Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri  antara
kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena
yang dijadikan adalah kerelaan menerima ganti, baik
sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan
kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada
ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi
bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa

wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip

% Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, him. 88-89.
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dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya
larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan
mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

2. Adanya pertentangan antara giyas yang menghendaki
adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang
tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang
menghendaki adanya pembatasan adalah  seperti
pernikahan itu ibadah, sedangkan ibadah itu sudah ada

ketentuannya.®

Dalam KHI Pasal 31 menjelaskan bahwa
“Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang

dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Mahar harus berdasarkan atas kesederhanaan, yang
mana telah diatur dalam agama Islam yaitu bahwa mahar
haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan bagi calon suami.
Karena seorang perempuan juga harus bisa melihat
bagaimana kondisi dan kesanggupan dari laki-laki tersebut.
Apabila perempuan meminta mahar yang berlebih-lebihan
dan tidak melihat kondisi dari laki-lakinya untuk
memberikan mahar apakah ia mampu atau tidak sehingga

dapat menambah kesulitan baginya untuk melaksanakan

bid., him. 89-90.
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pernikahan. Hal itu pun juga dapat menyebabkan laki-laki

dan pihak keluarga dari laki-laki tersebut membencinya.

6. Kedudukan Hukum Mahar dalam Perkawinan

Agama Islam memiliki keistimewaan yang di
antaranya adalah memperhatikan dan menjunjung tinggi
kedudukan wanita. Penghargaan tersebut berupa
memberikan hak kepada wanita yaitu menerima mabhar.
Pada zaman jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-
siakan. Sehingga para wali dapat dengan semena-mena
memanfaatkan hartanya dengan tidak memberi kesempatan
kepada wanita yang dibawah perwaliannya itu untuk
menggunakan hak miliknya sendiri. Kemudian datanglah
Islam yang membawa rahmat keseluruh alam (rahmatan lil
‘alamin).70

Dalam Islam disyariatkannya membayar mahar
hanyalah sebagai hadiah yang diberikan seorang laki-laki
kepada seorang perempuan yang dipinangnya ketika itu
ingin menjadi pendampingnya, dan sebagai pengakuan dari
seorang laki-laki atas kemanusiaan, kemuliaan dan
kehormatan perempuan. Oleh karena itu, dalam al-Qur’an

Allah telah menegaskan dalam surat an-Nisa’ ayat 4 :

70 Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, Nihayah Al-Muhtaj, juz VI, (Mesir:
Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, 1938), him. 328.
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.”*
(Q.S. an-Nisa’: 4)

Maksud ayat diatas adalah bayarkanlah mahar
kepada mereka sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan
setulus hati. Pemberian itu adalah maskawin yang besar
kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak,
karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Nabi SAW
“Berikanlah (maharnya) sekalipun cincin besi”. (HR.

Muttafaq ‘alaih).72

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
dalam sebuah pernikahan, sebab mahar sebagai pemberian

yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan

™ Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. asy-
Syifa’, 1992), him. 115.
"2 Syamsudin Ramadhan, Fikih Rumah Tangga, Cet. I, (Bogor: CV. Idea Pustaka
Utama, 2004), him. 65.
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meguatkan hubungan antara suami dan istri. Mahar yang
harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai
perantara (wasilah), bukan sebagai tujuan (ghayah), karena
itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau maskawin

dalam perkawinan dipermudah.”

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya
mahar, karena adanya perbedaan antara kaya dan miskin,
luas dan sempitnya kekayaan. Selain itu setiap masyarakat
memiliki kebiasaan dan tradisi masing-masing, karena itu
Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan
kemampuan dan keadaan setiap orang atau tradisi yang
berlaku dalam keluarganya. Segala nash/dalil yang
memberikan penjelasan tidak dimaksudkan kecuali untuk
menunjukkan pentingnya nilai mahar, tanpa melihat besar
kecilnya jumlah. Jadi diperbolehkan memberi mahar
misalnya dengan cincin besi atau hanya mengajarkan
beberapa ayat Al-Qur’an dan sebagainya, dengan syarat
sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak.

Seperti hadits dari Sahal bin Saad bahwa Rasulullah
SAW didatangi seorang perempuan lalu berkata, wahai

® Ahmad Mudjab Mahalli, Wahai Pemuda Menikahlah, (Jogjakarta: Menara
Kudus, 2002), him. 148.
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Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Setelah
perempuan itu berdiri cukup lama, seorang laki-laki berdiri
dan berkata, wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya
jika engkau tidak berkeinginan kepadanya. Rasulullah
bertanya, apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu
serahkan kepadanya sebagai mahar? Aku tidak punya apa-
apa selain sarung ini, jawabnya. Lalu Nabi bersabda, jika
kamu memberikan pakaian sarungmu kepadanya, maka
kamu duduk tanpa mengenakan pakaian sarung. Carilah
sesuatu yang lain. Lantas orang itu berkata, aku tidak punya
apa-apa. Nabi bersabda, carilah, walaupun berupa cincin
dari besi. Setelah berusaha, dia masih belum mendapatkan
apa-apa. Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu
mempunyai suatu (hafalan) dari al-Qur’an? Lantas dia
menjawab, iya, surah ini dan itu. Dia menyebutkan surah-

surah yang dimaksud. Lalu Nabi bersabda:

(o it i) S8 5 1 5 5

“Sekarang kamu berdua saya nikahkan dengan
mahar ayat al-Qur’an yang ada padamu”. (HR.
Bukhari Muslim)."

" Sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah, (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1983), him. 55-56.
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Hadits diatas menunjukkan bahwa mahar
merupakan hal yang sangat penting dalam pernikahan,
artinya wajib. Mahar adalah kewajiban suami untuk
memenuhi hak istrinya. Namun setelah pasti ketentuan
pembayarannya, tidak tertutup kemungkinan bagi pasangan
suami istri yang saling mencintai dan meridhoi dan menjadi
pasangan yang mesra dalam sebuah rumah tangga untuk
menghadiahkan kembali mahar itu kepada suaminya demi
kepentingan dan kesenangan bersama, sebab harta itu telah

menjadi hartanya.

Para fugoha berbeda pendapat mengenai mahar, ada
yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun dalam
akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar
hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun, antara

lain yaitu :

1. Menurut Imam Syafi’t mahar merupakan suatu
kewajiban yang diberikan oleh laki-laki kepada
perempuan, sebagai syarat atau untuk dapat
menguasai atau memperoleh manfaat dari istri, baik
secara ekonomis maupun biologis.

2. Menurut Imam Malik yang berpendapat bahwa

mahar adalah rukun dari akad nikah yang tidak
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adanya mengakibatkan pernikahan tidak sah, akan
tetapi sah pernikahannya walaupun tidak disebutkan
mahar dalam akad nikah.

Menurut Imam Hanafi memaknai mahar sebagai
suatu yang tidak harus disebutkan pada akad nikah
atau mahar merupakan suatu pemberian yang
diterima perempuan karena adanya suatu akad
pernikahan.

Menurut Imam Hambali bahwa mahar adalah sebagai
pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar
tersebut sudah ditentukan sebelum akad nikah
dilaksanakan ataupun setelahnya akad nikah atas
keridhaan dan kesepakatan kedua calon mempelai
atau hakim.”

Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim
bukan syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan
hal yang biasa dijadikan mahar adalah harta atau
sesuatu yang secara hukum dapat diambil

manfaatnya.’®

> Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 2007),

® Muhammad Asy-Syaukani, Nailul Authar, ahli bahasa oleh Adib Bishiri
Musthofa, jilid VI, (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), him. 614.
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Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan
tidak termasuk ke dalam rukun nikah, karena mahar
tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan
tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.
Dengan demikian mahar itu termasuk ke dalam syarat

perkawinan.”’

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 34
menegaskan bahwa Kewajiban menyerahkan mahar bukan
merupakan rukun dalam perkawinan. Kelalaian menyebut
jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak
menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya
dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi

sahnya perkawinan.’

Islam sangat menghargai derajat kaum wanita,
karena mahar itu diberikan sebagai suatu penghormatan dan
penghargaan terhadap wanita. Bahkan ketika terjadi
perceraian, mahar tersebut tetap menjadi hak milik istri dan
suami tidak berhak mengambil kembali mahar yang telah ia

berikan kepada istrinya tersebut.

" Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Figh
Munakahat dan Undan-undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2009), him. 60.
® Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 10.
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7. Penyebutan Mahar yang Tidak Sesuai dengan Mahar
yang diberikan

Pada dasarnya hukum menyebutkan mahar dalam
akad pernikahan adalah mustahab (sunnah), alasan yang
menganjurkan agar mahar lebih baik disebutkan dalam akad
nikah atau ijab-kabul adalah agar tidak terjadi sengketa di
kemudian hari. Mahar itu adalah hak istri secara mutlak.
Namun ada beberapa permasalahan tentang mahar dalam
perkawinan diantaranya yaitu penyebutan mahar tidak
sesuai dengan mahar yang diberikan.

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar yang
dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, jumhur
berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan
mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta
kembali dengan harganya, atau dengan barang yang
sebanding, atau dengan mahar mitsil:

1. Pendapat Imam Syafi’i dalam hal ini terjadi perbedaan,
kadang dia mengatakan meminta kembali dengan
harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar
mitsil.

2. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi
perbedaan pendapat tentang hal itu, dikatakan,
meminta kembali dengan mahar mitsil.
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3. Abul Hasan Al Lakhami berpendapat jika dikatakan,
meminta kembali dengan harga atau mahar mitsil yang
paling rendah, pasti hal itu lebih baik.

4. Syahnun memiliki pendapat yang syadz (aneh) dengan

mengatakan bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam
hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan
pernikahannya dibatalkan. Dan wulama yang tidak
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan

pernikahannya tidak dibatalkan.”

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah
penerimaan, ukuran, dan jenis atau waktunya (maksudnya,

waktu diwajibkannya memberikan mahar).

Jika keduanya berselisih tentang ukurannya,
misalnya seorang wanita mengatakan dua ratus, sedangkan
suami mengatakan seratus. Para fugaha berbeda pendapat
dalam hal itu dengan perselisihan yang sangat banyak.

™ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz II, (Jakarta:
Pustaka Azzam, 2007), him. 54.
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1.

Imam Malik berpendapat, bahwa jika perselisihan itu
terjadi sebelum suami menggauli istri dan suami
mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya
dan istri juga mendatangkan sesuatu yang menguatkan
perkataannya, maka keduanya saling bersumpah dan
saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya
bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak, maka
perkataan yang jadi pegangan ialah kata-kata orang
yang bersumpah. Jika keduanya menolak untuk
bersumpah, maka kedudukannya sama dengan apabila
keduanya bersumpah. Barangsiapa yang
mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataaan
dari keduanya, maka perkataan yang jadi pegangan
ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan itu
terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka
perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.
Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang
jadi pegangan ialah perkataan suami dengan
sumpahnya, inilah pendapat yang dikemukakan oleh
Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan
segolongan ulama lain.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa perkataan yang
jadi pegangan ialah perkataan istri hingga mencapai
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mahar mitsil-nya dan perkataan suami untuk mahar
yang lebih besar dari mahar mitsil.

4. Sekelompok ulama yang lain mengatakan jika
keduanya berbeda pendapat, maka keduanya
bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil serta
tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat
Imam Malik, ini adalah madzhab Syafi’i, Ats-Tsauri
dan sekelompok ulama.

5. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan
kepada mahar mitsil tanpa bersumpah, selagi mahar
mitsil tersebut tidak lebih banyak dari yang digugat
oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang digugat oleh

suami.

Adapun  jika keduanya berselisih  tentang
penerimaan, yaitu istri berkata “Aku belum menerima.”

Dan suami mengatakan, “Kamu telah menerimanya.”:

1. Menurut Jumhur yaitu, Imam Syafi’i, Ats-Tsauri,
Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa perkataan
yang jadi pegangan ialah perkataan istri.

2. Imam Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi
pegangan adalah perkataan istri sebelum digauli dan

perkataan suami setelah menggauli istrinya.
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Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa mengapa
Imam Malik berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan
yang berlaku di Madinah, menurut mereka suami itu tidak
boleh menggauli istrinya hingga membayar mahar. Jika
dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu, maka

yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu
misalnya suami berkata, “Aku menikahimu dengan mahar
budak ini,” lalu istri berkata, “Aku menikahimu dengan

. . .., 80
mahar pakaian ini.”:

1. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya
saling bersumpah dan saling membatalkan, jika
perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli
istriya. Jika setelah menggaulinya, maka pernikahan
tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil,
selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih dari jumlah
yang digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui
oleh suami.

2. lbnu Al Qashar berpendapat keduanya saling

bersumpah sebelum suami menggauli dan perkataan

& 1hid, him. 60.
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yang jadi pegangan adalah perkataan suami setelah
menggauli.

3. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi
pegangan adalah perkataan suami jika memiliki
kemiripan, baik perkataan keduanya mirip atau tidak.
Jika perkataan suami tidak mirip sedangkan perkataan
istri itu mirip, maka perkataan yang jadi pegangan
ialah istri. Jika perkataan istri tidak memiliki
kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri
berhak mendapatkan mahar mitsil.

4. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini seperti
pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara
keduanya mengenai ukuran mahar (maksudnya,
keduanya saling bersumpah dan kembali kepada mahar

mitsil).

B. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan
terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi
syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh
syara’. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan
itu juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara
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umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau
salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh
agama.®

Contoh perkawinan yang batal (tidak sah) yaitu
perkawinan yang dilangsungkan tanpa calon mempelai laki-
laki atau calon mempelai perempuan. Perkawinan semacam
ini batal (tidak sah) sebab tidak terpenuhi salah satu
rukunnya yaitu tanpa adanya calon mempelai laki-laki atau
permpuan. Contoh lain, perkawinan yang saksinya orang
gila atau perkawinan yang walinya bukan muslim atau
masih anak-anak, atau perkawinan yang calon mempelai

perempuannya benar-benar saudara kandung perempuan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut
fasakh. Yang dimaksud fasakah adalah pembatalan
perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan
perkawinan diteruskan atau karena cacat atau penyakit yang
terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti
pernikahan tidak tercapai.?* Sedangkan menurut Amir

Syarifuddin, fasakh berarti  putusnya perkawinan atas

8 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 141-

82 \Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighul Islam wa Adillatuhu, jilid X, (Damaskus: Darul
Fikr, 2007), him. 3147.
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kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat
adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan
tidak dapatnya perkawinan itu dilanjutkan.®

Pada dasarnya hukum fasakh adalah mubah atau
boleh, tidak disuruh dan tidak pula dilarang.®* Dasar pokok
dari hukum fasakh adalah seorang atau kedua suami istri
merasa dirugikan oleh pihak yang lain dalam
perkawinannya karena ia tidak memperoleh hak-hak yang
telah ditentukan oleh syara’ sebagai seorang suami atau
sebagai seorang istri. Akibatnya salah seorang atau kedua
suami istri tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya
atau kalaupun perkawinan itu dilanjutkan juga keadaan
kehidupan rumah tangga diduga bertambah buruk, pihak
yang dirugikan bertambah buruk keadaannya, sedangkan

Allah tidak menginginkan terjadinya hal yang demikian.®

2. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan
Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan

disebut juga dengan fasakh. Fasakh adakalanya disebabkan

terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri

8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,
2011), him. 197.

% Ibid, him. 244.

8 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta:
Bulan Bintang, 2011), him. 97.
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dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian

yang menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat

dilanjutkan.

Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat

yang tidak terpenuhi ketika akad nikah, antara lain sebagai
berikut:

a.

Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa
istrinya, adalah saudara kandung atau saudara
sesusuan pihak suami.

Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah
oleh selain ayah atau datuknya, kemudian setelah
dewasa, ia berhak meneruskan ikatan perkawinan
yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini

disebut khiyar baligh.

Fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad, antara lain:

a.

b.

Salah seorang diantara suami istri itu murtad (keluar
dari agama Islam), maka akadnya batal (fasakh)
karena kemurtadan yang terjadi.

Jika suami tadinya kafir masuk Islam, tetapi istri
masih tetap dalam kekafirannya, yaitu tetap menjadi

musyrik, maka akadnya batal (fasakh). Lain halnya
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kalau istri adalah ahli kitab. Maka akadnya tetap sah

seperti semula.®

Adapun bentuk-bentuk fasakh yang terjadi dengan
sendirinya yaitu sebagai berikut:®’

a. Fasakh terjadi karena rusaknya akad pernikahan yang
diketahui setelah pernikahan berlangsung, seperti
pernikahan tanpa saksi dan mengawini mahram.

b. Fasakh terjadi karena istri dimerdekakan dari status
budak. Sedangkan suaminya tetap berstatus budak.

c. Fasakh terjadi karena pernikahan yang dilakukan
adalah nikah mut’ah.

d. Fasakh terjadi karena mengawini wanita dalam masa
iddah.

Sedangkan fasakh yang memerlukan campur tangan
hakim antara lain sebagai berikut:®®
a. Fasakh disebabkan istri merasa tidak kafaah dengan

suaminya.

8 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2009), him. 197.

87 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), him. 156.
8 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, Cet. 111, (Jakarta: Penerbit Perdana
Media Group, 2002), him. 318.
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b. Fasakh disebabkan mahar istri tidak dibayar penuh
sesuai dengan yang dijanjikan.

c. Fasakh akibat salah seorang suami/istri menderita
penyakit gila.

d. Fasakh terjadi karena istri yang musyrik tidak mau
masuk Islam setelah suaminya masuk Islam,
sedangkan wanita tersebut menuntut perceraian dari
suaminya.

e. Fasakh disebabkan salah seorang suami/istri murtad
dan menjadi musyrik/musyrikah.

f. Fasakh terjadi karena li’an.

g. Fasakh disebabkan adanya cacat baik pada suami
maupun pada istri.

h. Menurut jumhur ulama, hakim juga harus campur
tangan dalam fasakh yang disebabkan suami tidak
mampu memberi nafkah, baik pangan, sandang,
maupun papan.

I. Fasakh karena suami dipenjara.

Selain hal-hal tersebut diatas ada juga hal-hal yang
menyebabkan terjadinya fasakh, yaitu sebagai berikut :
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a. Karena ada balak (penyakit belang kulit). Dalam

kaitan ini Rasulullah bersabda :®°
a/ iw\&p&b‘Joﬁ/d\w&\gﬁ)&)dwuﬁ
@oyL@J& ;};sws‘)%g&awéjsp@j

o SEG Gl S sl il S a3

G Ash ds S Sl it 1 JBE il
(hgedly aanl oly)

Dari Ka’ab bin Zaid ra. bahwasanya Rasulullah
SAW, pernah menikahi seorang perempuan bani
Gifa. Maka, tatkala bagaimana akan bersetubuh
dan perempuan itu telah meletakkan kainnya dan
ila duduk di atas pelaminan, terlihatlah putih
(balak) di lambungnya, lalu beliau berpaling
(pergi dari pelaminan itu) seraya berkata:
ambilah kainmu, tutuplah badanmu, dan beliau
tidak menyuruh mengambil kembali barang
yang telah diberikan kepada perempuan itu.
(HR. Ahmad dan Baihaqi).

b. Karena gila.
c. Karena penyakit kusta. Berkenaan dengan hal

itu, Umar ra berkata :

8 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him. 144.
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5.7
L Ra

O3 g 33) 35 45 Gl o JB Le ) (o 25 22
OISt F KN RS N |
(ladly Sl oly)) s Jo 50 e
Bilamana seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan yang pada perempuan itu terdapat
tanda-tanda gila atau berpenyakit kusta, lalu
disetubuhinya perempuan itu, maka ia berhak
mendapatkan maharnya dengan penuh. Dengan
demikian suami berhak menagih kepada
walinya. (HR. Malik dan Syafi’i).

Karena ada penyakit menular, seperti sipilis,

TBC dan sebagainya. Dijelaskan dalam suatu

riwayat :
£ W G JBEe W o) Cd e B
Ol 5B Seld OB SE LGP 5o 5 03 3Ag sk
(U olgy) L E36 il

Dari Sa’id bin Musayyab ra ia berkata

Barangsiapa di antara laki-laki yang menikah
dengan seorang perempuan dan pada laki-laki itu
ada tanda-tanda gila, atau tanda-tanda yang
membahayakan, sesungguhnya perempuan itu
bolen memilih jika mau ia tetap (dalam
perkawinannya) dan jika ia berkehendak cerai
maka si perempuan itu boleh cerai. (HR. Malik)
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€.

Karena ada daging tumbuh pada kemaluan
perempuan  yang  menghambat  maksud
perkawinan (bersetubuh). Hadits Nabi SAW:®

PR A RHER SR B iR I ATNES Y
OB LRl EA35 O ke 52 1a Je W5 )
o e ol) Leh G 501 G JaR) LGS g2

(Uare
Dari Ali ra : laki-laki mana saja yang menikahi
seorang wanita dan ia telah menggauli wanita itu
dengan mendapati wanita tersebut berpenyakit
balak, maka wanita tersebut  berhak
mendapatkan maharnya karena ia telah digauli.
Bagi si suami berhak menuntut pada orang yang
telah menipunya. Dan jika si suami mendapati
isterinya terkena gara (daging yang menyumbat
lubang kemaluan) suami boleh memilih : jika ia
telah menggauli istrinya itu, isteri berhak
mendapatkan maharnya atas penghalalan
kemaluan istrinya itu. (HR. Said bin Mansur).

Karena ‘anah vyaitu zakar laki-laki impoten
(tidak hidup untuk jimak) sehingga tidak dapat

mencapai apa yang dimaksud dengan nikah.

% 1bid, him. 145-146.
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Hadits riwayat Said bin Mansur dikatakan bahwa

O sae &b JB & 8 o i)l 3 e 22

(i ¢ dons oly)) L E s S
Dari Sa’id bin Musayyab ra berkata: Umar bin
Khatab telah memutuskan bahwasanya laki-laki
yang unnah diberi tenggat satu tahun.

Diberi janji satu tahun, bertujuan
mengetahui jelas bahwa suami itu unnah atau
tidak atau mungkin sembuh. Hal-hal yang lain
juga digiaskan dengan aib yang enam macam
tersebut, vyaitu aib-aib yang lain, yang
menghalangi maksud perkawinan, baik dari
pihak laki-laki maupun perempuan. Allah SWT
berfirman dalam QS. Al-Bagarah (2) ayat 231 :

Al A8 U5 e 1ag AR e BARE Y5
YYY LA

Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi
kemudharatan, karena dengan demikian kamu
menganiaya mereka barang siapa berbuat
demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim
terhadap dirinya sendiri.*

% Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, him. 198-201.
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3. Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Menurut Ulama

Problematika nikah fasakh menurut Wahbah Zuhaili

dalam bukunya Figh Islam Wa adilllatuhu bahwa nikah bisa

dianggap rusak atau nikah yang fasakh yaitu sebagai

berikut:

1. Menurut Imam Hanafi
Menurut Imam Hanafi terjadinya nikah yang fasakh
ada enam:

a. Apabila istri kembali menjadi kafir setelah ia

masuk Islam atau setelah suaminya
mengislamkannya. Menurut Imam Abu Hanifah
dan Muhammad apabila suami kembali menjadi
kafir maka jatuhnya talak sedangkan menurut Abi
Yusuf jatuhnya fasakh.*?

Murtadnya suami istri

Orang yang punya dua status kewarganegaraan
secara hakikat dalam hukum, contohnya apabila
salah satu dari suami istri pergi ke negara Islam
dan ia muslim sedangkan pasangan lainnya
ditinggalkan di negara yang sedang perang atau

negara orang kafir dan keadaannya Kkafir.

%2 Wahbah Az-Zuhaili, Figh al-islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),

him. 6866.
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Sedangkan menurut golongan selain Imam Hanafi
tidak terjadi perpisahan.

d. Belum balighnya salah satu pasangan suami istri.

e. Seorang hamba atau budak yang merdeka.

f. Tidak cukupnya atau kurangnya mas kawin yang
sanggup diberikan oleh suami pada istrinya.

Dalam hal mahar, jika sang suami tidak
sanggup memberikan maskawin yang telah
dijanjikan maka terputuslah akad yang terjadi
antara mereka, karena hal itu sama saja dengan
berhutang dan jika tidak dilunasi maka akan
mendzolimi pihak yang dirugikan.

2. Menurut Imam Malik

Yang termasuk fasakh suatu perpisahan dalam

perkawinan sebagai berikut:

a. Nikah mut’ah.

b. Apabila akad pernikah tidak sah seperti
menikah dengan saudara kandung atau dengan
yang diharamkan lainnya juga menikahi
perempuan yang punya suami.

c. Menikah dengan orang yang harus dihormati
karena ikatan kekerabatan yang terjadi akibat
sebuah pernikahan.
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d. Salah satu dari pasangan kembali ke agama
sebelumnya yang dia anut terlebih dahulu
sebelum dia menikah dengan sang istri

3. Menurut Imam Syafi’i

Menurut Imam Syafi’i fasakh ada tujuh
belas macam; perpisahan karena kesulitan
memberikan  mas  kawin, dan  kesuliatan
memberikan nafkah atau pakaian atau tinggal
serumah setelah menunda perkawinan selama tiga
hari, perpisahan karena saling mengutuk,
perpisahan karena memilih merdeka, perpisahan
karena ada aib atau cacat setelah mengadukan
urusannya kepada hakim dan aib nya atau cacatnya
permanen, dan terjadi fasakah dengan cepat kecuali
cacat seperti impoten maka jika terjadi demikian
ditunda dulu selama setahun setelah penyakit itu
timbul, perpisahan karena seorang laki laki dan
seorang budak menikahi perempuan yang merdeka,
dan mengibaratkan istri dengan ibunya atau
anaknya ketika bersetubuh, dan ditawannya suami
istri atau salah satunya sebelum mereka melakukan
hubungan suami istri atau sesudah, maka jika
terjadi perbudakan maka hilanglah hak-hak dirinya

76



sendiri, maka terjadilah pencegahan yang pertama,

perpisahan karena murtad salah satunya, dan

menikahi dua orang yang masih bersaudara atau
menikahi wanita lebih dari empat, dan apabila
suami atau istri memiliki yang lainnya, dan apabila
seorang suami menceraikan istrinya tanpa alasan
yang pantas, pindah agama dari agama satu ke
agama yang lainnya seperti dari agama yahudi ke
agama nasrani, menikahi saudara satu susu dengan
catatan lebih dari lima kali menyusu.*®

4. Menurut Imam Hambali

Perpisahan dikatagorikan fasakh apabila:**

a. Meninggalkan atau melepaskan istri tanpa ada
kata-kata cerai atau tanpa ada niat untuk
menceraikannya.

b. Murtad salah satu suami istri.

c. Ada penyakit gila atau penyakit ayan, atau
cacat.

d. Menikahi orang yang bukan bergama Islam.

e. Dengan sebab suami yang bersumpah untuk

% Wahbah Az-Zuhaili, Figh al-islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
h. 6869
% Wahbah Az-Zuhaili, Figh al-islami Wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th),
h. 6870.
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kita berhubungan badan dengan istrinya dengan
perantara seorang hakim, jika ia bersumpah
lebih dari empat bulan dan tidak melakukan
hubungan badan, dan tidak menceraikan
istrinya ketika hakim memutuskan untuk
bercerai.

f. Sebab menjatuhkan kutukan, karena
diharamkan bagi suami atau istri mengutuk
salah satunya, sekalipun tidak memutuskannya

oleh hakim.

4. Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun
1974

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan mengatur masalah batalnya perkawinan
terdapat dalam Bab IV Pasal 22-28 dan dalam Pasal 37 dan
38 PP No. 9 Tahun 1975.

Menurut Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974,
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak
memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Alasan-alasan pembatalan perkawinan menurut UU yaitu

sebagai berikut:
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Seorang suami akan menikah lagi (poligami) tanpa
izin pengadilan

. Perkawinan dilangsungkan di muka pegawai
pencatat nikah yang tidak berwenang

Perkawinan dilakukan di hadapan wali nikah yang
tidak sah

. Perkawinan yang dilakukan tanpa hadirnya 2 orang

saksi.

Terhadap poin 2-4, pembatalan dapat diajukan oleh
keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau
istri, jaksa dan suami atau istri. Hak untuk
membatalkan oleh suami atau istri akan gugur
apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami
istri yang dapat memperlihatkan akte perkawinan
yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah yang tidak
berwenang dan perkawinan tersebut harus

diperbaharui supaya sah.

e. Seorang suami atau istri dapat mengajukan

permohonan  pembatalan  perkawinan apabila
perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang

melanggar hukum.
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f. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan
pembatalan  perkawinan apabila pada saat
perkawinan berlangsung terjadi salah sangka

mengenai diri suami atau istri.

5. Pembatalan Perkawinan Perspektif Kompilasi
Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah Kkitab
hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan
Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan
perkawinan. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya
perkawinan Pasal 70 sampai 76 yang dirumuskan secara
lengkap dan terinci. Yaitu sebagai berikut:
Pasal 70 menjelaskan bahwa perkawinan batal apabila :

a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak
melakukan akad nikah karena sudah mempunyai
empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat
istrinya dalam iddah talak raj’1;

b. Seseorang menikah bekas istrinya yang telah
dili’annya,;

c. Seseorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi
tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut
pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai
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lagi ba’da dukhul dan pria tersebut dan telah habis

masa iddahnya;

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang
mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan
sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan
menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974,
yaitu :

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus
kebawah atau keatas.

2. Berhubungan darah dalam garis keturunan
menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang
dengan saudara orang tua dan antara seorang
dengan saudara neneknya.

3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri,
menantu dan ibu atau ayah tiri.

4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan,
anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. lIstri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau

kemenakan dan istri atau istri-istrinya.

Pasal 71 menegaskan suatu perkawinan dapat

dibatalkan apabila:
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a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin
Pengadilan Agama;

b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui
masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah
dan suami lain;

d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974;

e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali  atau
dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;

f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72 berbunyi:

(1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan
permohonan  pembatalan  perkawinan  apabila
perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang
melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan
permohonan pembatalan perkawinan apabila pada
waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan

atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
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(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah

sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup
sebagai suami istri, dan tidak dapat menggunakan
haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,

maka haknya gugur.

Mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk

mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah

sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 73 yaitu sebagai
berikut:

a.

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan
ke bawah dari suami atau istri;

Suami atau istri;

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan
perkawinan menurut Undang-Undang.

Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui
adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan
menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan

kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal

suami atau istri atau perkawinan dilangsungkan. Dan
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batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan
Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap
dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti
yang dijelaskan dalam Pasal 74 ayat (1) dan (2).

Adapun Pasal 75 di dalamnya menjelaskan bahwa
keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut
terhadap :

a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau
istri murtad;

b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak
dengan ber’itikad baik, sebelum keputusan pembatalan

perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76 berbunyi: Batalnya suatu perkawinan tidak
akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan

orang tuanya.”

6. Prosedur Pembatalan Perkawinan
Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 Pasal 23 menyatakan yang dapat mengajukan

pembatalan perkawinan yaitu:

% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 21-23.
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a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dari suami atau istri;

b. Suami atau istri;

c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan
belum diputuskan;

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16
Undang-Undang ini dan setiap yang mempunyai
kepentingan hukum secara langsung terhadap
perkawinan  tersebut, tetapi hanya setelah

perkawinan itu putus.

Pasal 24 menjelaskan mengenai macam-macam
perkawinan yang dapat dibatalkan, yang berbunyi “Barang
siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah
satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya
perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan
yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat

(2) dan pasal 4 Undang-undang ini”.

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan
kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana
perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami

istri, suami atau istri. (Pasal 25)
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Adapun menyangkut saat mulai berlakunya
pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 ayat (1)
bahwa “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah
keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang

tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 73 yang
dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

adalah:

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas
dan ke bawah dari suami atau istri.

b. Suami atau istri.

c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan
perkawinan menurut Undang-Undang.

d. Para pihak yang berkepentingan, yang mengetahui
adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan
menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74 KHI mengatur cara beracara dalam
permohonan pengajuan pembatalan perkawinan dan
mengatur kapan berlakunya keputusan pembatalan
perkawinan tersebut. Pasal 74 KHI menjelaskan bahwa

permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada
86



pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami
atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan
agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku

sejak saat berlangsungnya perkawinan.

. Akibat Hukum dari Pembatalan Perkawinan

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Adapun saat dimulainya pembatalan perkawinan,
beserta akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya
pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama ditentukan
dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa batalnya
suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak

saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah
tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang

perkawinannya dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat
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(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, menyatakan bahwa pembatalan perkawinan

tersebut tidak berlaku surut terhadap :

1.
2.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad baik,
kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain
yang lebih dahulu.

Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1
dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
i’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

mempunyai kekuatan hukum tetap.®

Adapun akibat hukum putusnya perkawinan karena

pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Akibat terhadap suami dan istri

a.

Suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada
bekas istrinya. Baik berupa uang atau benda kecuali
bekas istri tersebut gobla al-dukhul (KHI Pasal 149).
Suami yang mentalak istrinya qobla al-dukhul wajib
membayar setengah mahar yang ditentukan dalam
akad nikah (KHI Pasal 35 ayat (1)).

% 1bid, him. 84.
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b. Suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah
kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas
istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam
keadaan tidak hamil dan melunasi mahar yang masih
terhutang seluruhnya dan separoh apabila gobla al-
dukhul (KHI Pasal 149).

c. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya
berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-
dukhul dan perkawinannya putus bukan karena
kematian suami. (KHI Pasal 153 ayat (1)).

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya
karena khulu’, fasakh dan lian berlaku iddah talak
(KHI Pasal 155), yaitu sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 153 ayat (2) KHI menyatakan bahwa :
Apabila perkawinan putus karena kematian,
walaupun gobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan
130 (seratus tiga puluh) hari. Bagi yang masih haid
iddahnya ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-
kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid
ditetapkan 90 hari. Apabila janda tersebut dalam
keadaan hamil, iddah ditetapkan sampai melahirkan.
Dalam KHI Pasal 153 ayat (3) menyatakan bahwa
tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan
89



karena perceraian sedang antara janda tersebut
dengan bekas suaminya qobla al-dukhul. Dalam
KHI Pasal 153 ayat (5) ditambahkan bahwa iddah
bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu
menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka
iddahnya tiga kali waktu haid. Dalam hal keadaan
pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka
iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam
waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka
iddahnya menjadi tiga kali waktu suci. Demikian

yang disebutkan dalam KHI Pasal 153 ayat (6).%

2. Akibat terhadap anak

Ketika terjadi pembatalan perkawinan seperti
karena ternyata kedua suami istri masih mempunyai
hubungan darah atau sesusuan, maka anak yang
dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap ada pada
kekuasaan ibu bapaknya. Hal tersebut sesuai dengan
Pasal 75 KHI yang menyatakan bahwa keputusan
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap
anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
Dengan adanya ketentuan tentang ini, bermaksud

melindungi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan

7 1bid, him. 45-46.
90



tersebut. Jadi disini ada kepastian hukum bahwa apa
yang sudah dilakukan oleh suami istri dengan itikad
baik sebelum perkawinan mereka dibatalkan tetap

dilindungi oleh hukum.

Selain itu anak yang sah menurut KHI Pasal 99
dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal
42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan setelah dilakukan akad nikah yang
sah.

Asas berlaku surut atau retroaktif dalam hukum
perkawinan diberlakukan hanya dalam bidang
pembatalan  perkawinan secara terbatas, vyaitu
pemberlakuan batal ikatan perkawinan, meskipun
pembatalannya terjadi setelah adanya akad nikah,
namun asas retroaktif ini tidak berlaku bagi anak-anak
yang telah dilahirkan. Sedangkan bidang hukum
perkawinan yang lain tetap menggunakan asas non-
retroaktif baik dalam materi hukumnya maupun

implementasinya.

Apabila suatu perkawinan dibatalkan oleh
pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap tidak

pernah ada. Hal ini dikarenakan pembatalan tersebut
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berlaku sejak berlangsungnya perkawinan dan dimulai
sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan
hukum tetap. Meskipun demikian, pemberlakuan ini
terbatas dan tidak berlaku surut (non-retroaktif) bagi
status anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari
perkawinan tersebut, suami-istri yang beritikad baik dan
pihak ketiga terkait masalah keperdataan.

Anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan dari
suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan oleh
pengadilan, tetap mempunyai status sebagai anak sah
dari pihak bapak ibunya, meskipun perkawinan kedua
orang tuanya tersebut dianggap batal sejak akad nikah.
Hal ini dikarenakan berdasarkan keyakinan ajaran
agama, anak-anak yang dilahirkan dari rahim ibu
memiliki status fitrah (suci). Anak tersebut tidak
menanggung beban taklifi atau tuntutan hukum atas
perbuatan yang dilakukan oleh bapak ibunya. Ketentuan
ini jelas lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan

kemanfaatan hukum bagi anak-anak yang telah
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dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh

pengadilan.®®

Dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa batalnya

suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan

hukum antara anak dengan orang tuanya. Sedangkan

Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa :

a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan

hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah

meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan

oleh:

1.
2.
3.

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu.
Ayah.

Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari
ayah.

Saudara  perempuan dari anak  yang
bersangkutan.

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis
samping dari ibu.

Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis

samping dari ayah.

% Ali Imron, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan
Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, Jurnal limiah IImu Hukum QISTIE
Vol. 9 No. 1 Mei 2016, him. 41.
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Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk
mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat
menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak,
meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi,
maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan
Pengadilan Agama dapat memindahkan hak
hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak
hadhanah pula.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi
tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,
sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa
dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah
dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan
putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d).
Pengadilan  dapat pula dengan  mengingat
kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk
pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak

turut padanya.*®

% Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,

2015), him. 227.
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Seorang anak berhak untuk diberi nafkah dan
dibiayai segala kebutuhan pokok hidupnya oleh bapak,
sebagaimana hak istri untuk memperoleh nafkah dari
suaminya. Artinya ukuran nafkah yang diberikan pada
anak meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal
dan segala kebutuhan anak, serta susuan apabila anak
masih membutuhkannya. Yang menjadi ukuran wajib
nafkah anak adalah standar kebutuhan anak yang

berlaku umum pada suatu negara.'®

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan
bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan
menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-
masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh
masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di
bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak

tidak menentukan lain.

Dalam KUH Perdata Pasal 119 disebutkan

bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka

100 M. Khoirur Rofig, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, Cet.
1,(Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), him. 90.
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menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh
antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan
ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.
Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak
boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan

antara suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan yang
sebelumnya dilaksanakan tersebut, tidak menutup
kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami
maupun istri (Pasal 85 KHI). Pada dasarnya, tidak ada
percampuran harta suami dan harta istri karena
perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan
dikuasai penuh olehnya, demikian pula sebaliknya, harta
suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh
olehnya (Pasal 86 KHI).

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta
benda bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang perkawinan). Sedangkan mengenai pembatalan
perkawinan, dalam praktik pengadilan belum ditemukan
adanya aturan mengenai pembagian harta bersama. Oleh

karena itu, mengenai masalah pembagian harta bersama
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ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan
suami dan mantan istri. Pihak Pengadilan tidak
berwenang mencampuri, kecuali atas kehendak dari para
pihak yang berperkara, apabila tidak tercapai

kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pembagian harta bersama sebagai akibat dari
pembatalan perkawinan, yang dalam hal ini suami
maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana
pembagian harta bersama akibat perceraian, yakni
masing-masing mantan suami dan mantan istri
mendapat setengah dari harta bersama. Namun, apabila
salah satu dari pihak suami maupun istri ada yang
beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak baik dapat
dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga-
bunga yang harus ditanggung. Dan segala perjanjian
perkawinan yang merugikan pihak yang beritikad baik

harus dianggap tidak pernah ada.’™*

Dalam Pasal 97 KHI menyatakan bahwa Janda

atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua

101 Kholilah, Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan
Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan
PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr), Iti’dal; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 06,
No. 02 : 2019.
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dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan Ilain
dalam perjanjian perkawinan. Pasal 157 KHI
menjelaskan bahwa Harta bersama dibagi menurut

ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96-97.1%

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam
persepektif hukum Islam menurut pendapat Imam Madzhab
antara lain yaitu:'%

a. Jika pembatalan perkawinan terjadi setelah dukhul
(hubungan intim) maka suami wajib membayar
mahar, tetapnya nasab anak kepada mantan suami
(jika ada anak hasil perkawinan tersebut sebelum
dibatalkan), wajib iddah atas wanita tersebut.
Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi dan
Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi’i wanita
tersebut tidak wajib iddah namun tetap mendapat
mahar mitsil.

b. Apabila pembatalan perkawinan terjadi sebelum
dukhul (hubungan intim) maka ulama sepakat bahwa
istri tidak berhak atas mahar suami dan tidak ada

masa iddah bagi istri.

192 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 47.

103 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),
him. 107-111.
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BAB IlI

PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KENDAL

Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdI

A. Profil Pengadilan Agama Kendal
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kendal'®

Secara resmi Pengadilan Agama Kendal
dibentuk pada tahun 1950. Pengadilan Agama Kendal
pada awalnya menempati gedung yang berdiri di atas
tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang
berada di bagian belakang Masjid Agung Kendal.
Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal
membeli tanah milik H. Muchtar Chudlori yang berada
di jalan Laut No. 17A seluas 750 m2, dan dalam
pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun
1980, diatas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan
Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama
seluas 153 m2 dimulai pada tahun 1979. Dengan
semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal,
maka pada tahun 1982 diadakan perluasan tahap kedua

dengan luas 120 m2, selanjutnya pada tahap yang ketiga

104

https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-

25/sejarah-pengadilan.html, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 12.15 WIB.
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pada tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas
77 m2 dengan menggunakan anggaran DIPA tahun
1988/19809.

Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal
menempati gedung seluas kurang lebih 420 m2 dengan
luas tanah kurang lebih 750 m2. Pada tahun 2011 telah
dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah
milik Pengadilan Agama Kendal seluas kurang lebih
1000 m2 dengan luas tanah kurang lebih 7.902 m2
dikecamatan Brangsong. Pada tahun 2012 dilanjutkan
tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung
Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor
baru yang beralamat di jalan Soekarno-Hatta Km. 4
Brangsong, Kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013
dan dibangun pula musholla yang pembangunannya di
mulai pada bulan Maret 2013 dan diresmikan pada
bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi
Agama Semarang Dr. Wildan Suyuthi Mustofa, S.H.,
M.H., yang diberi nama dengan musholla al-Hikmah.
Adapun pembangunan tersebut telah menghabiskan
biaya sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua ratus enam puluh
lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian
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besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama
Kendal.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan
Agama Kendal yang menjadi salah satu peradilan
sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia
yang bertempat di wilayah Kabupaten Kendal.
Pengadilan Agama Kendal juga termasuk salah satu

peradilan yang masuk dalam kategori kelas 1A.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kendal
Adapun Visi dan Misi dari Pengadilan Agama Kendal

yaitu sebagai berikut:'*®

Visi :

“Terwujud Pengadilan Agama Kendal yang Agung”

Misi :

1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat,
biaya ringan dan transparan.

2. Menyelenggarakan  tertib  administrasi  dan
manajemen Peradilan yang efektif dan efisien.

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana

Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

%https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25visi-
dan-misi.html, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 13.57 WIB.
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3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kendal'®®

- Ketua : Drs. Amar Hujantoro, MH.
- Wakil ketua : Miftahul Huda, S.Ag
- Hakim : Drs. H. Kasrori
Drs. Muh. Yazid Yosa, SH.,
MH.

Drs. H. Abdul Ghofur, MH.
Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Rohmat, MH.

Dr. Radi Yusuf, MH.

Drs. H. Muh. Abdul Aziz,
MH.

Drs. H. Munip, MH.

Drs. H. Ma’sum, SH., MH.
Drs. Mufarikin, MH.

- Sekretaris : Ahmad Nurul Huda, SH.
- Kasubbag PTIP : Hapsari Pramiliantoro,
S.Kom, M.Eng

- Kasubbag Kepegawaian & Ortala : Siti Asiah, S.Ag
- Kasubbag Umum & Keuangan : Agung Wibowo,
S.Kom

196 https://pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-25/struktur-

organisasi.html, diakses pada 27 Februari 2023, pukul 08.37 WIB.
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PSDJ : Luse S. Wulan Sari, A.Md
Pengelola BMN : Kurnia Dewi Safitri, A.Md
Ahmad Nuriman, A.Md
Analisis Kepegawaian : Maria Ektinab H, S.Sos
Panitera : Drs. Syaifullah, SH., MH.
Panitera muda Permohonan : M.Y.A. Azgan

wakano, SH.
Panitera muda Gugatan : Hj. Musdalifah, SH.
Panitera muda Hukum : Sundoro Ady N,
S.Sos., SH.
Pengadm. Reg. Perkara : Meyda Wulan K.S,
A.Md. AB
Analisis Perkara : Via Nur Aini, SH.
Alfiana Prayutasani,
SH.
Pengelola Perkara : Herianto Putra,
A.Md
Panitera Pengganti : Dra. Masturoh
Dra. Hj. Arifatul
Laili, MH.
Hj. Lajjinah Hafnah R, SH.,

MH.
Hj. Nur Hidayati, BA
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Nuryarahmatina, S.Ag
Krisni Trililani, SH.
Hj. Iffah Hadiany, SH.I

Wina Ulfah, SH.1
- Juru Sita : Digdaya Andana
- Juru Sita Pengganti : Muhammad Arifin

4. Tugas Pokok, Fungsi dan Wilayah Yuridiksi
Pengadilan Agama Kendal
a. Tugas Pokok
Pengadilan Agama Kendal melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa,
memutus dan menyelesaikan perkara tertentu antara
orang-orang Yyang beragama Islam di Bidang:
Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat,
Infak, Shadagah, dan Ekonomi, Syariah.
b. Fungsi Pengadilan Agama Kendal
Adapun fungsi dari Pengadilan Agama Kendal
diantaranya sebagai berikut:
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1. Fungsi mengadili (judicial power) yakni

menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat
pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006).

. Fungsi  pembinaan,  yakni  memberikan
pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
pejabat struktural dan fungsional di bawah
jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial,
administrasi  peradilan, maupun administrasi
umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,
dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor
KMA/080/V111/2006).

. Fungsi  pengawasan, yakni  mengadakan
pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,
Panitera  Pengganti, dan  Jurusita/Jurusita
Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
(Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan
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administrasi  umum  kesekretariatan  serta
pembangunan. (vide: KMA Nomor
KMA/080/V111/2006).
Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan
dan nasehat tentang hukum Islam kepada
instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila
diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006).
Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan
administrasi peradilan (teknis dan persidangan),
dan  administrasi  umum  (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengkapan). (KMA
Nomor KMA/080/V111/2006).
Fungsi lainnya:
Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
hisab dan rukyat dengan instansi lain yang
terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan
lain-lain (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006).
Pelayanan  penyuluhan  hukum, pelayanan
riset/penelitian dan sebagainya serta memberi
akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era Kketerbukaan dan transparansi
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informasi peradilan, sepanjang diatur dalam
Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/144/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan

Informasi di Pengadilan.

c. Wilayah Yuridiksi
Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal
Kelas IA sama dengan wilayah Kabupaten Kendal,
yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286
(dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan, yaitu

sebagai berikut:'"’

e

A

Gambar 1. Letak wilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Kendal

W https://www.pa-kendal.go.id/new/profil-pengadilan/2018-09-27-14-34-
25/wilayah-yurisdiksi.html, diakses pada 26 Februari 2023, pukul 15.23 WB.
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Tabel 1. Jumlah Kecamatan, Desa, Dukuh, RT dan RW di

Kabupaten Kendal

JUMLAH
No. | KECAMATAN | DESA | DUKUH | RW RT
Wilayah Radius |
1 | Kota Kendal 20 16 82 351
Wilayah Radius Il
2 | Brangsong 12 44 76 255
3 | Kaliwungu 9 33 68 288
4 | Kaliwungu 8 60 60 254
Selatan
5 | Patebon 18 77 83 419
6 | Cepiring 15 39 53 323
7 | Gemuh 16 50 78 314
8 | Pegandon 12 47 58 212
9 | Weleri 16 49 101 408
10 | Rowosari 16 72 84 347
11 | Kangkung 15 45 60 335
12 | Ringinarum 12 41 55 270
13 | Ngampel 12 44 55 221
Wilayah Radius 111
14 | Sukorejo 18 79 82 440
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15 | Pageruyung 14 75 75 274
16 | Plantungan 12 55 61 248
17 | Patean 14 87 84 333
18 | Boja 18 92 107 434
19 | Singorojo 13 68 89 349
20 | Limbangan 16 64 74 238
Jumlah Total 286 1.137 1.485 | 6.313

B. Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor

2152/Pdt.G/2021/PA.KdlI
1. Duduk Perkara

Dalam putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI tentang permohonan pembatalan
perkawinan. Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
pada tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan
Pembatalan Perkawinan, yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kendal. Gugatan yang diajukan oleh
Penggugat yang bernama XX, umur 33 tahun, agama Islam,
pekerjaan xxxx xxX, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kendal. Melawan
Tergugat, yang bernama XXX, umur 28 tahun, agama
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Islam, pekerjaan xxx xxxx xxX, pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di Kabupaten Magelang.

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 04 Oktober 2021, yang telah
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal. Pada saat melangsungkan pernikahan,
Penggugat berstatus sebagai janda cerai dan Tergugat
berstatus jejaka. Bahwa setelah pernikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah
Penggugat selama dua hari, dan belum pernah berhubungan
layaknya suami istri (Qobla Dukhul). Lima jam setelah
pernikahan tersebut, tepatnya pada pukul 14.00 WIB di
tanggal 04 Oktober 2021, Penggugat mendapati bahwa
Tergugat berbohong tentang mahar perkawinan.

Pada mulanya Tergugat telah menjanjikan untuk
memberikan mahar uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan
cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat
Penggugat mencarinya, Penggugat hanya mendapati uang
mahar berupa uang mainan (uang monopoli) dan tidak ada
cincin yang dijanjikannya. Pada saat Penggugat
mengkonfirmasi hal tersebut kepada Tergugat, justru

Tergugat marah dan selalu beralasan yang tidak jelas.
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Bahwa dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06
Oktober 2021 Tergugat pergi dari rumah Penggugat.
Setelah kejadian tersebut Penggugat merasa keberatan
karena telah dibohongi oleh Tergugat dan ingin mengajukan

Permohonan Pembatalan Perkawinan.

2. Tata Urut Persidangan
Dalam Putusan Pengadilan Agama Kendal terhadap
perkara permohonan pembatalan perkawinan berisi
keterangan bahwa:
a. ldentitas Para Pihak
Dalam gugatan mempunyai sekurang-kurangnya
dua pihak (penggugat dan tergugat atau pemohon dan
termohon). Maka dalam putusan harus dimuat identitas
para pihak yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, tempat
tinggal dan nama-nama dari pengacaranya jika ada.'%®
Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan
mengadili perkara tingkat pertama menjatuhkan putusan
perkara pembatalan perkawinan antara Penggugat yang
bernama XX umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxXxX xxX, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

tempat kediaman di Kabupaten Kendal, sebagai

108

Mertokusumo Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:

Liberty, 2002), him. 223.
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Penggugat. Melawan Tergugat, yang bernama XXX,
umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxx XXXX XXX,
pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat.
b. Petitum

Petitum adalah isi tuntutan yang diminta oleh
Penggugat atau Pemohon agar dikabulkan oleh majlis
hakim. Petitum dapat bersifat alternatif, dalam arti
hanya ada satu gugatan yang diajukan dan adapula yang
bersifat kumulatif. Yaitu Pemohon mengajukan lebih
dari satu permohonan.*®

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal
kiranya menerima dan memeriksa perkara ini, agar
mengabulkan permohonan pemohon, membatalkan
perkawinan antara pemohon (Penggugat) dengan
termohon (Tergugat), dan membebankan biaya perkara
kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun
anggaran 2021.

199 Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah,
(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), him. 82.
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C.

Pembuktian

Pembuktian di muka pengadilan adalah
merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara
karena panggilan dalam menegakkan hukum dan
keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian. Hukum
pembuktian termasuk dari bagian hukum acara,
sedangkan Peradilan Agama mempergunakan hukum
acara yang berlaku bagi Peradilan Umum.**

Pembuktian tidak hanya bertujuan pengambilan
kesimpulan tetapi juga pengambilan keputusan yang
pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat
hukum. Macam-macam alat bukti menurut Pasal 164
HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata,
diantaranya yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan,
pengakuan, sumpah, dan saksi ahli.*"

Dalam Putusan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI, pemohon telah mengajukan
bukti surat dan bukti saksi untuk memperkuat alasannya
permohonan pembatalan perkawinan. Beberapa bukti

surat yaitu berupa:

119 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 143.

11 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum
Positif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 60.
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a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
Pemohon
b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah

Selain bukti-bukti yang telah dijelaskan diatas,
pemohon juga menyertakan bukti saki. Saksi adalah
orang Yyang memberikan keterangan di depan
pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat
sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan
kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara.
Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara
lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada
orang lain dan harus dikemukakan secara lisan di
sidang pengadilan. Alat bukti saksi telah diatur dalam
Pasal 168-172 HIR atau Pasal 306-309 R.Bg, dan juga
diatur dalam Pasal 150 KUH Perdata.

Saksi-saksi yang memberikan keterangan di
bawah sumpah yang isinya sebagai berikut:

a. Saksil
Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan
Termohon. Saksi kenal dan mengetahui bahwa
Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4

Oktober 2021, dan tinggal bersama dirumah orang

114



tua Pemohon selama 2 hari dan tidak dikaruniai
anak karena belum pernah hubungan suami istri
(Qobla Dukhul). Saksi mengetahui bahwa setelah
selesai pernikahan beberapa jam kemudian
Pemohon mengetahui kalau Termohon berbohong
mengenai mahar perkawinan. Saksi mengetahui
bahwa Termohon menjanjikan akan memberi mahar
berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta
rupiah) dan cincin emas 2 gram, namun yang ada
berupa uang mainan (uang palsu) dan tidak ada
cincin emas. Selain itu, saksi juga mengetahui
Pemohon mengkonfirmasi dengan Termohon, akan

tetapi Termohon malah marah-marah.

. Saksi Il

Saksi merupakan tetangga sekaligus Perangkat
Desa. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah
pada tanggal 4 Oktober 2021, dan setelah menikah
Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua
Pemohon selama 2 hari, dan tidak dikaruniai anak
karena belum pernah berhubungan suami istri
(Qobla  Dukhul). Bahwa setelah pernikahan
beberapa jam kemudian Pemohon mengetahui kalau
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Termohon berbohong mengenai mahar perkawinan.
Saksi mengetahui Termohon menjanjikan akan
memberi mahar berupa uang Rp. 1.000.000,- (satu
juta rupiah) dan cincin emas 2 gram, hamun yang
ada hanya berupa uang mainan (uang palsu) dan
tidak ada cincin emas. Selain itu, saksi juga
mengetahui bahwa Pemohon mengkonfirmasi
dengan Termohon, akan tetapi Termohon malah
marah-marah.
Saksi Ahli
Saksi merupakan Kepala KUA Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Saksi mengetahui
Pemohon dan Termohon menikah di KUA
Kecamatan Kaliwungu. Saksi menanyakan mahar
kepada calon mempelai. Bahwa mahar Pemohon
kepada Termohon yaitu seperangkat alat sholat dan
uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
Saksi mengetahui pada waktu menikah yang
dibawa seperangkat alat sholat dan uang
monopoli/uang hiasan itu dibawa di KUA,
sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu. Selain
itu, saksi mengatakan bahwa pernikahan mereka
sudah dicatatkan dalam register.
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3. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek
terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu
putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et
bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu
juga mengandung manfaat bagi para pihak yang
bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus
disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka
putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim
tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah
Agung.m

Dapat dikatakan pertimbangan hukum merupakan
jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis,
argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim
yang memeriksa perkara. Selanjutnya diikuti analisis,
hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara
tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan
melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak
mana yang mampu membuktikan dalil permohonan sesuai

dengan ketentuan hukum yang diterapkan.

12 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. V,
(‘Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), him. 140.
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Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan
pendapatnya apa saja yang terbukti dan tidak, dirumuskan
menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan
penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam amar
putusan.'*®

Adapun beberapa pertimbangan hukum hakim dari
adanya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan
oleh pemohon diatas yaitu sebagai berikut:''*

a. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka
harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum
bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021.

b. Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan
Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang
sah, maka Penggugat sebagai persona standi in
judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat
dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak
dan berkepentingan dalam perkara ini.

c. Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam

surat Permohonannya bahwa Pemohon dan

3 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
him. 8009.
14 pytusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl
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Termohon telah melakukan perkawinan secara Islam
di KUA, maka perkara ini merupakan kompetensi
absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan
menyelesaikannya (Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah
yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan
Pemohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal
dan menikah diwilayah yuridiksi Pengadilan Agama
Kendal, maka perkara ini secara relatif juga
merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal
untuk memeriksanya (Pasal 25 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 74
Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis telah  berupaya
mendamaikan pihak Pemohon agar mempertahankan
perkawinannya dengan Termohon, sebagaimana
dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
20009, tetapi tidak berhasil.
Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun
dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang
menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan
yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan
tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125
ayat (1) HIR .
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak
menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak
(Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1)
PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur
mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi
adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan para
pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan
dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir.
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di
bidang perkawinan, dan berdasarkan  surat
permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon
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berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama
Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 25
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat
Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015
huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa
hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu
Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya.
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat
bukti surat serta 3 orang saksi.
Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta
otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat.
Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta
otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan
121



aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat.
. Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa
dan sudah besumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1
angka 3e HIR.
Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon
mengenai dalil gugatan angka 1 dan angka 4 adalah
fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh
Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti.
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa
dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1
angka 3e HIR.
Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon
mengenai dalil gugatan angka 1 adalah fakta yang
dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan
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dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,
olen karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa
dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1
angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon mengenai dalil
gugatan angka 1 adalah fakta yang dilihat / didengar /
dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan
saksi 3 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu

dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua
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orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal
172 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan
keterangan 3 orang saksi, terbukti fakta kejadian
sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah
menikah pada tanggal 04 Oktober 2021,
bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon
dengan Termohon telah  melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kaliwungu, Kabupaten Kendal sebagaimana
dalam  Kutipan ~ Akta Nikah ~ Nomor
0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021.

b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon tinggal bersama di rumah
Pemohon selama 2 hari, dan belum pernah
berhubungan layaknya suami istri (Qobla
Dukhul) dan beberapa jam setelah pernikahan
tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal
04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa
Termohon  berbohong  tentang  mahar
perkawinan.
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c. Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena
Termohon menjanjikan untuk memberikan
mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-
dan cincin perkawinan berupa emas seberat 2
gram, namun saat Pemohon mencarinya,
Pemohon hanya mendapati uang mahar berupa
uang monopoli (uang mainan) dan tidak ada
cincin yang dijanjikan dan saat Pemohon
mengkonfirmasi hal tersebut  kepada
Termohon, Termohon justru marah-marah.

u. Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon
tersebut menguatkan petitum permohonan Pemohon
yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan
Termohon tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni
tidak adanya mahar yang diberikan Termohon
kepada Pemohon. Dalam hal ini diatur dalam Pasal
33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan,
“apabila calon mempelai wanita menyetujui,
penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk
seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon

mempelai pria.”
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v. Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-
pertimbangan tersebut dan fakta-fakta hukum
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu
permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

w. Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk
bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada
DIPA Pengadilan Agama Kendal tahun 2021.

4. Amar Putusan

Tahapan yang terakhir yaitu putusan. Putusan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis
dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk
umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan
(kontensius).™™ Putusan akhir terbagi menjadi tiga bagian

yaitu pertama yang bersifat penghukuman atau

115

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, him. 39.
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condemnatoir, kedua bersifat menciptakan atau meniadakan
sesuatu atau constitutif dan ketiga bersifat menjelaskan atau
disebut juga dengan deklaratoir.'*®

Amar putusan merupakan pernyataan yang
berkenaan dengan status dan hubungan hukum antara para
pihak yang bersengketa. Dan juga berisi perintah atau
penghukuman vyang ditimpakan kepada pihak yang
berperkara. Amar putusan harus jelas dan ringkas
perumusannya.'*’

Dalam amar  putusannya, majelis  hakim
mengabulkan permohonan Pemohon dan mengabulkan
permohonan Pemohon dengan verstek. Majelis hakim juga
membatalkan perkawinan Pemohon (Penggugat) dengan
Termohon (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 04
Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H.
Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan
yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

Majelis hakim juga menyatakan Kutipan Akta Nikah
Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang

18 Hensyah Syahlani, Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Tahnis
Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, (Jakarta: Grafgab Lestari,
2007), him. 81.

7' M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 811.
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dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal tidak memiliki kekuatan hukum, dan membebankan
biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kendal
tahun 2021 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah).

Putusan ini diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada
hari Senin tanggal 15 November 2021 M, bertepatan
dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 H, oleh Drs. H.
Ma’sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.
Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15
November 2021 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul
Akhir 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.'*®

18 pytusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA. Kdl.
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BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN
(Studi Putusan PA Kendal Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan
terhadap suatu amalan seseorang karena tidak memenuhi
syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh
syara’. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan
itu juga dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara
umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya
perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau
salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang oleh
agama.*

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan
perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan
istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama
atau karena perkawinan yang terlanjur menyalahi hukum

perkawinan.'?® Pembatalan perkawinan disebut juga dengan

19 Abdul Rahman Ghozali, Figh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2003), him.
141-142.

120 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, antara Figih
Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, ( Jakarta: Gema Insani Press,
2007), him. 242.
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fasakh. Yang dimaksud fasakh ialah pembatalan
perkawinan karena sebab yang tidak memungkinkan
perkawinan dilanjutkan atau karena cacat atau penyakit
yang terjadi pasca akad dan mengakibatkan tujuan atau arti
pernikahan tidak tercapai.**

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk
membina rumah tangga dan keluarga yang sejahtera dan
bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan
tanggung jawab. Perkawinan dapat diartikan sebagai
perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan
dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya.'?? Selain syarat dan
rukun perkawinan, dalam Pasal 30 KHI menyebutkan
bahwa perkawinan juga harus memenuhi hal-hal yang
diwajibkan dalam hukum Islam diantaranya yaitu
memberikan mahar oleh calon laki-laki kepada calon
perempuan dengan jumlah, bentuk dan jenisnya telah
disepakati oleh kedua pihak. Hal ini telah dijelaskan di

dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4:

121 \Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighul Islam wa Adillatuhu, jilid X, (Damaskus:
Darul Fikr, 2007), him. 3147.
122 pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
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“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang
kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh
kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan
kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan
senang hati, maka terimalah dan nikmatilah
pemberian itu dengan senang hati dan baik-baik”.'?®
(Q.S. an-Nisa’: 4)

Dari penjelasan ayat tersebut sudah sangatlah jelas
bahwa memberikan mahar yaitu wajib, artinya laki-laki
yang mengawini perempuan wajib menyerahkan maharnya
sebagai simbol kasih sayang dan berdosa bagi calon suami
yang tidak menyerahkannya mahar tersebut kepada calon
istri.

Pertimbangan hakim dapat dimaknai sebagai
rumusan konstruksi berpikir sistem dari hakim dalam
menerapkan hukum in abstracto dalam perkara in concreto
dan putusan Pengadilan harus sesuai dengan Pasal 50 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vyang
dinyatakan bahwa putusan Pengadilan selain harus memuat

alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari

12 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro,
2006), him 77.
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peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
menjatuhkan putusan.'?*

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal
dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl adalah karena Pemohon merasa
dibohongi oleh Termohon sebab mahar yang diberikan
palsu. Agar memudahkan dalam memahami dasar
pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam
putusan tersebut, maka dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, dalam proses perkara ini hakim melakukan
pembuktian dengan alat bukti yang berupa surat Kutipan
Akta Nikah Pemohon dan Termohon telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021.

Kedua, berdasarkan surat permohonan Pembatalan
Perkawinan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal dan menikah di wilayah yuridiksi
Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif
juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal
untuk memeriksanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal
25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam.

124 pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
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Ketiga, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
pihak Pemohon agar mempertahankan perkawinannya
dengan Termohon, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 130
HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak
berhasil.

Bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil
secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka
sidang dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat
dinyatakan tidak hadir (verstek). Sebagaimana ketentuan
Pasal 125 HIR. Dalam perkara ini Majelis tidak menempuh
prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak
hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana
Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang mediasi.

Permohonan  pembatalan  perkawinan  Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl oleh hakim diputus secara
verstek. Hal ini disebabkan ketidakhadiran Termohon.
Adapun hakim dalam menjatuhkan putusan verstek pada
permohonan pembatalan perkawinan adalah dikarenakan
adanya proses penerimaan dan pemeriksaan serta
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kesimpulan hakim mengenai permohonan pembatalan
perkawinan sudah lengkap dan jelas.

Boleh atau tidaknya memutus verstek berkaitan
langsung dengan pemanggilan yang patut, dengan kata lain
sebelum pemanggilan yang patut dilakukan, belum boleh
memutus vetstek.'®

Mengenai batasan yang bersifat toleran berdasarkan
putusan yang diputus secara verstek, kelayakan kedua belah
pihak yang berperkara tersebut, batas toleransi pengunduran
yang dapat dibenarkan hukum dan moral yaitu minimal dua
kali dan maksimal tiga kali. Dengan demikian apabila
pengunduran dan pemanggilan sudah sampai tiga Kali,
tetapi Termohon tidak datang menghadiri sidang tanpa
alasan yang sah, maka hakim wajib menjatuhkan putusan
verstek.'?

Tujuan hakim menjatuhkan putusan verstek dalam
perkara ini adalah untuk mendorong para pihak mentaati

tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan

12 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007), him. 104.

126 sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-7,
(Yogyakarta : Liberty, 2006), him. 108.
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penyelesaian  perkara terhindar dari anarki dan
kesewenangan.'?’

Keempat, Majelis Hakim dalam pertimbangannya
menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon
tidak memenuhi rukun perkawinan, yakni tidak adanya
mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam
hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam menegaskan, “apabila calon mempelai wanita
menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik
untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum
ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai
pria.”

Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena
cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang
tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar
dianggap masih belum dibayar sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat
atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia
menerimanya tanpa Syarat, penyerahan mahar

dianggap lunas.

127 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, him. 390.
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(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar
karena cacat, suami harus menggantinya dengan
mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya
belum diserahkan, mahar dianggap masih belum
dibayar.

Apa yang dimaksudkan dengan mahar cacat, tidak
dijelaskan secara limitatif olen Kompilasi Hukum Islam,
namun menurut Majelis bahwa termasuk dalam kategori
mahar dianggap cacat, karena riil mahar yang diberikan
tidak sesuai yang diucapkan ketika ijab dan kabul.

Para ulama berbeda pendapat tentang mahar yang
dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, jumhur
berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan
mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta
kembali dengan harganya, atau dengan barang yang
sebanding, atau dengan mahar mitsil:

a. Pendapat Imam Syafi’i dalam hal ini terjadi perbedaan,
kadang dia mengatakan meminta kembali dengan
harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar
mitsil.

b. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi
perbadaan pendapat tentang hal itu, dikatakan,
meminta kembali dengan mahar mitsil.
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c. Abul Hasan Al Lakhami berpendapat jika dikatakan,
meminta kembali dengan harga atau mahar mitsil yang
paling rendah, pasti hal itu lebih baik.

d. Syahnun memiliki pendapat yang syadz (aneh) dengan

mengatakan bahwa nikahnya tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam
hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan
pernikahannya dibatalkan. Dan wulama yang tidak
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan

pernikahannya tidak dibatalkan.'?®

Mereka berbeda pendapat tentang seorang laki-laki
yang menikah dengan seorang wanita dengan syarat
maharnya seribu, jika dia tidak memiliki istri, tetapi jika dia
memiliki istri, maka maharnya dua ribu. Jumhur bependapat
bahwa hal itu dibolehkan. Mereka berbeda pendapat tentang

mahar yang wajib dalam hal itu:

1. Sekelompok ulama berpendapat bahwa syarat tersebut
dibolehkan dan dia berhak mendapatkan mahar sesuai

dengan yang disyaratkan.

128 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz I,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 54.
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2. Sekelompok ulama lain mengatakan, dia berhak
mendapatkan mahar mitsil, ini adalah pendapat Imam
Syafi’i dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu
Tsaur, hanya saja dia mengatakan jika suami
menceraikannya sebelum menggaulinya, maka istri
tidak mendapatkan apa pun kecuali mut’ah.

3. Abu Hanifah berpendapat jika dia memiliki istri, maka
wanita itu berhak mendapatkan seribu dirham dan jika
dia tidak memiliki istri, maka wanita itu berhak
mendapatkan mahar mitsil, selagi tidak lebih dari dua

ribu atau kurang dari seribu.

Dalam hal ini bisa dikemukakan suatu pendapat
bahwa pernikahan itu bisa dibatalkan karena adanya

penipuan.*?®

Perbedaan mereka tidak lepas dari masalah
penerimaan, ukuran, dan jenis atau waktunya (maksudnya,
waktu diwajibkannya memberikan mahar). Jika keduanya
berselisin tentang ukurannya, misalnya seorang wanita
mengatakan dua ratus, sedangkan suami mengatakan
seratus. Para fugaha berbeda pendapat dalam hal itu dengan

perselisihan yang sangat banyak.

129 1hid, him. 55.
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a.

Imam Malik berpendapat, bahwa jika perselisihan itu
terjadi sebelum suami menggauli istri dan suami
mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataannya
dan istri juga mendatangkan sesuatu yang menguatkan
perkataannya, maka keduanya saling bersumpah dan
saling membatalkan. Jika salah satu dari keduanya
bersumpah, sedangkan yang lainnya menolak, maka
perkataan yang jadi pegangan ialah kata-kata orang
yang bersumpah. Jika keduanya menolak untuk
bersumpah, maka kedudukannya sama dengan apabila
keduanya bersumpah. Barangsiapa yang
mendatangkan sesuatu yang menguatkan perkataaan
dari keduanya, maka perkataan yang jadi pegangan
ialah perkataan orang tersebut. Jika perselisihan itu
terjadi setelah suami menggauli istrinya, maka
perkataan yang jadi pegangan ialah perkataan suami.
Sekelompok ulama mengatakan bahwa perkataan yang
jadi pegangan ialah perkataan suami dengan
sumpahnya, inilah pendapat yang dikemukakan oleh
Abu Tsaur, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah dan
segolongan ulama lain.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa perkataan yang
jadi pegangan ialah perkataan istri hingga mencapai
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mahar mitsil-nya dan perkataan suami untuk mahar
yang lebih besar dari mahar mitsil.

d. Sekelompok ulama yang lain mengatakan jika
keduanya berbeda pendapat, maka keduanya
bersumpah dan kembali kepada mahar mitsil serta
tidak meyakini adanya pembatalan seperti pendapat
Imam Malik, ini adalah madzhab Syafi’i, Ats-Tsauri
dan sekelompok ulama.

e. Ada yang berpendapat bahwa istri dikembalikan
kepada mahar mitsil tanpa bersumpah, selagi mahar
mitsil tersebut tidak lebih banyak dari yang digugat
oleh istri dan tidak lebih sedikit dari yang digugat oleh

suami.

Adapun  jika keduanya berselisih  tentang
penerimaan, yaitu istri berkata “Aku belum menerima.”

Dan suami mengatakan, “Kamu telah menerimanya.”:

1. Menurut Jumhur yaitu, Imam Syafi’i, Ats-Tsauri,
Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa perkataan
yang jadi pegangan ialah perkataan istri.

2. Imam Malik berpendapat bahwa perkataan yang jadi
pegangan ialah perkataan istri sebelum digauli dan

perkataan suami setelah menggauli istrinya.
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Sebagian pengikutnya mengatakan, bahwa mengapa
Imam Malik berpendapat seperti itu yaitu karena kebiasaan
yang berlaku di Madinah, menurut mereka suami itu tidak
boleh menggauli istrinya hingga membayar mahar. Jika
dalam suatu negeri tidak ada kebiasaan seperti itu, maka

yang jadi pegangan ialah perkataan istri selamanya.

Jika yang diperselisihkan tentang jenis mahar, lalu
misalnya suami berkata, “Aku menikahimu dengan mahar
budak ini,” lalu istri berkata, “Aku menikahimu dengan

mahar pakaian ini.”:

a. Yang masyhur dalam madzhab Maliki, yaitu keduanya
saling bersumpah dan saling membatalkan, jika
perselisihan itu terjadi sebelum suami menggauli
istriya. Jika setelah menggaulinya, maka pernikahan
tetap sah dan istri berhak mendapatkan mahar mitsil,
selagi mahar mitsil tersebut tidak lebih dari jumlah
yang digugat oleh istri atau kurang dari yang diakui
oleh suami.

b. Ibnu Al Qashar berpendapat keduanya saling
bersumpah sebelum suami menggauli dan perkataan
yang jadi pegangan adalah perkataan suami setelah

menggauli.
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c. Sedangkan Ashbagh berpendapat perkataan yang jadi
pegangan adalah perkataan suami jika memiliki
kemiripan, baik perkataan keduanya mirip atau tidak.
Jika perkataan suami tidak mirip sedangkan perkataan
istri itu mirip, maka perkataan yang jadi pegangan
ialah istri. Jika perkataan istri tidak memiliki
kemiripan, maka keduanya saling bersumpah dan istri
berhak mendapatkan mahar mitsil.

d. Pendapat Imam Syafi’i dalam masalah ini seperti
pendapatnya ketika terjadi perselisihan antara
keduanya mengenai ukuran mahar (maksudnya,
keduanya saling bersumpah dan kembali kepada mahar

mitsil).

Adapun perbedaan pendapat tentang waktu, maka
dapat digambarkan dengan adanya penundaan. Dan yang
sejalan dengan dasar pendapat Imam Malik yang masyhur
tentang hal itu yaitu, bahwa perkataan yang jadi pegangan
dalam penundaan adalah perkataan orang yang berhutang,
digiyaskan dengan jual beli, dalam hal ini terdapat
perbedaan pendapat. Dapat digambarkan pula kapan mahar
itu wajib diberikan, apakah sebelum menggauli atau

sesudahnya.
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Ulama yang menyamakan pernikahan dengan jual
beli, mereka berpendapat tidak wajib memberikan mahar
kecuali setelah menggauli, digiyaskan dengan jual beli,
karena seorang pembeli tidak wajib membayar harganya

kecuali setelah menerima barangnya.

Ulama yang mengatakan bahwa mahar adalah
ibadah yang disyaratkan dalam kehalalan, mereka
berpendapat wajib untuk diberikan sebelum menggauli.
Karena itu Imam Malik menganjurkan agar suami
memberikan sebagian dari mahar sebelum menggauli

istrinya.**°

Dalam kasus penelitian ini pihak pemohon menolak
bahwa mahar yang diberikan oleh termohon yaitu uang
palsu (uang monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram
atau tidak sesuai apa yang telah disebutkan ketika akad
nikah. Hal tersebut jika ditinjau dari pendapatnya para
ulama ada perbedaan pendapat mengenai mahar yang
dimiliki oleh orang lain atau ada cacatnya, menurut jJumhur
berpendapat bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Dan
mereka berbeda pendapat apakah seorang istri meminta

30 |bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Tahrij: Ahmad Abu Al Majdi, Juz I,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), him. 59-60.
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kembali dengan harganya, atau dengan barang yang

sebanding, atau dengan mahar mitsil.

Menurut pendapat Imam Syafi’i dalam hal ini terjadi
perbedaan, kadang dia mengatakan meminta kembali
dengan harganya dan kadang dia mengatakan dengan mahar
mitsil. Begitu juga di dalam madzhab Maliki terjadi
perbedaan pendapat tentang hal itu, dikatakan, meminta
kembali dengan mahar mitsil. Menurut Abul Hasan Al
Lakhami berpendapat jika dikatakan, meminta kembali
dengan harga atau mahar mitsil yang paling rendah, pasti
hal itu lebih baik. Sedangkan Syahnun memiliki pendapat
yang syadz (aneh) dengan mengatakan bahwa nikahnya
tidak sah.

Sebab perbedaan pendapat apakah pernikahan dalam
hal itu serupa dengan jual beli atau tidak. Ulama yang
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan
pernikahannya dibatalkan. Dan wulama yang tidak
menyerupakannya dengan jual beli, mereka mengatakan

pernikahannya tidak dibatalkan.

Jika ditinjau dari Pasal 38 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam vyaitu apabila istri menolak mahar karena

cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang
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tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka

mahar dianggap masih belum dibayar.

Mahar bukan merupakan rukun perkawinan, akan
tetapi dalam kasus ini cacat di ijab dan gabulnya, karena
mahar yang diberikan palsu dan yang dijanjikan tidak ada,
maka ijab-gabulnya dianggap cacat. Jadi dalam hal ini
bukan mahar merupakan rukun perkawinan, akan tetapi
dalam akadnya yang tidak terpenuhi yaitu ijab dan gabulnya
cacat. ljab dan gabul merupakan rukun dalam perkawinan,
oleh sebab itu menurut hakim dalam pertimbangan
hukumnya hakim menganggap bahwa perkawinan tersebut
cacat di ijab dan gabulnya (mahar yang diberikan palsu),
sehingga rukun perkawinan tidak terpenuhi.

Menurut hakim mengatakan bahwa dalam hal ini
cacat di ijab dan gabulnya, artinya mahar wajib atau selalu
disebutkan dalam akad nikah. Namun, dalam kasus ini
mahar yang diberikan tidak sesuai apa yang diucapkan
ketika ijab dan gabul (cacat), yaitu mahar berupa uang palsu
dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Sedangkan dari pihak
walinya, pengantin (Pemohon) dan pihak KUA pun tidak
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mengetahuinya kalau mahar yang diberikan tersebut adalah
uang palsu (uang monopoli).***

Dengan demikian Pemohon merasa keberatan dan
dibohongi oleh Termohon, sehingga Pemohon tidak
menyetujuinya atau menolak mahar yang diberikan. Oleh
sebab itu Pemohon mengajukan permohonan pembatalan

perkawinan kepada pihak Pengadilan Agama Kendal.

Kelima, dasar hukum pertimbangan Hakim dalam
memutuskan permohonan pembatalan perkawinan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.KdI didasarkan pada ketentuan Pasal
27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal
72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh Kkarena itu
permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Pembatalan perkawinan dengan alasan yang tersebut
dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang perkawinan itu
hanya mengenai diri atau orangnya saja, tidak terhadap
keadaan orangnya atau hal-hal lainnya. Sehubungan dengan
hal ini M. Yahya Harahap yang dikutip dalam bukunya
Abdul Manan mengatakan bahwa alasan pembatalan
perkawinan yang tersebut dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-

B3 Wawancara Bapak Ma’sum, Hakim Pengadilan Agama Kendal, 11 April
2023, pada pukul 14.00-15.00 WIB.
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah alasan yang agak
limitatif tetapi tidak secara mutlak, alasan tersebut tidak
menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain yang
dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan
perkawinan yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan
dalam batas-batas perikemanusiaan dan kesusilaan seperti
penipuan, penyakit gila dan impoten. Hal ini penting untuk
mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut
dalam Undang-Undang Perkawinan vyaitu mewujudkan
rumah tangga yang bahagia dan sejahtera serta kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan
perkawinan tersebut tidak akan tercapai kalau dalam
pelaksanaan perkawinan terjadi cacat sehingga merugikan
salah satu pihak.**

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 72 ayat (2)
disebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya
salah sangka mengenai diri suami atau istri saja tetapi juga
termasuk penipuan. Penipuan yang tersebut di sini tidak
hanya dilakukan oleh pihak laki-laki saja, tetapi dapat juga
dilakukan oleh pihak perempuan. Dari pihak laki-laki

biasanya penipuan dilakukan dalam bentuk pemalsuan

132 M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Indonesia, (Medan: Zahir Tranding,
1978), him. 123.
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identitas, misalnya laki-laki tersebut sudah pernah nikah
tetapi mengaku masih jejaka atau bentuk perbuatan licik
lainnya. Penipuan yang dilakukan oleh pihak perempuan
biasanya menyembunyikan kekurangan yang ada pada
dirinya, misalnya dikatakan tidak ada cacat fisik tetapi
kenyataannya tidak demikian.

Perkawinan yang dilakukan dengan memberikan
mahar uang palsu dapat merugikan salah satu pihak serta
dapat merusak kerharmonisan rumah tangga, disamping itu
tujuan dari diadakannya perkawinan tidak terpenuhi. Salah
satu pihak merasa ditipu oleh pihak yang lain karena ia
tidak memperoleh haknya yang telah ditentukan syara’
sebagai seorang istri. Akibatnya salah satu pihak tidak
sanggup melanjutkan perkawinannya atau kalaupun
dilanjutkan akan mengakibatkan kehidupan rumah
tangganya semakin buruk dan Allah tidak menghendaki hal

yang demikian.*®

Dengan demikian dalam perkara pembatalan
perkawinan ini, hakim memutuskan perkara tersebut karena
telah terjadinya penipuan atas pemberian mahar dari

Termohon kepada Pemohon. Hal ini sesuai Pasal 27 ayat (2)

133 Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum lIslam tentang Perkawinan, (Jakarta:
Bulan Bintang, 2008), him. 212.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam. Penulis berpendapat bahwa sudah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana
pembatalan perkawinan karena mahar uang palsu (uang
monopoli) dan tidak adanya cincin emas 2 gram ini dapat
dikabulkan. Sebab telah terjadi penipuan atas mahar yang
diberikan. Mengingat bahwa mahar merupakan salah satu
hak istri dan istri merasa keberatan serta tidak rela atas
pemberian mahar uang palsu tersebut maka sangat beralasan

secara hukum oleh karena itu patut dikabulkan.

. Akibat Hukum terhadap Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh
hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari

* Berdasarkan Kamus Besar Bahasa

subjek hukum.®
Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi
kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau
keadaan yang mendahuluinya.

Mengenai pengertian pembatalan perkawinan, baik
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9

134 Marwan Mas, Pengantar llmu Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), him.

39.
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Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Perkawinan tidak mengatur atau menyebutkan secara tegas.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan
disebutkan bahwa dengan adanya putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan mengikat atau kekuatan hukum yang
tetap maka berakibat batalnya suatu perkawinan,
pembatalan perkawinan ini berlaku surut sampai pada saat
perkawinan dilangsungkan.

Pembatalan tersebut mengakibatkan seolah-olah
tidak pernah terjadi perkawinan antara mereka yang
perkawinannya dibatalkan. Dalam Pasal 28 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
menentukan bahwa pembatalan perkawinan tersebut tidak
berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

b. Suami atau istri yang bertindak dengan i’tikad baik,
kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain
yang lebih dahulu.

c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a

dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
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1’tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan

mempunyai kekuatan hukum tetap.'®

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi
syarat-syarat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Karena
perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila
perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum.
Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan
Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku
sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan
perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak
baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak

lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan
terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan

Agama mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Hubungan suami istri
Akibat hukum pembatalan perkawinan
terhadap hubungan suami istri adalah putusnya

hubungan suami istri tersebut, karena setelah

% Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa
Aulia, 2008), him. 84.
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putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap maka perkawinan batal sejak saat
berlangsungnya perkawinan, oleh sebab itu
perkawinan dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut
sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasangan suami istri yang telah dibatalkan
perkawinannya dengan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat atau
tidaknya untuk dilakukan perkawinannya kembali
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak
diatur secara tegas.

Namun sudah tentu untuk melakukan
perkawinan ~ harus  mematuhi  syarat-Syarat
perkawinan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur mengenai
perkawinan.

Boleh tidaknya menikah kembali didasarkan
pada 3 hal : pertama, dilihat dari segi penyebab
batalnya perkawinan, apabila perkawinan batal
karena melanggar syarat-syarat perkawinan berupa
larangan menikah, maka untuk selama-lamanya
mereka tidak dapat menikah kembali meskipun
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menginginkan  untuk  melakukan  pernikahan
kembali. Kedua, pihak yang perkawinannya
dinyatakan batal, dapat menikah kembali, tentunya
harus secara sah memenuhi  syarat-syarat
perkawinan baik menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun menurut
Hukum Islam.

Apabila syarat-syarat perkawinan yang
dilanggar berkenaan dengan larangan menikah yang
bersifat sementara waktu saja, dan keduanya
berkehendak, maka keduanya dapat menikah
kembali. Ketiga, meskipun mereka dapat menikah
kembali karena hanya menyangkut larangan
menikah yang sementara waktu, namun apabila
keduanya atau salah satu dari keduanya tidak
berkehendak, maka tidak dapat menikah kembali.
Terhadap pihak-pihak yang menikah kembali
pembatalan perkawinan tidak membawa akibat

apapun.**®

13 Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli
2013.

153



2. Terhadap anak

Selain berakibat pada putusnya hubungan
suami istri batalnya perkawinan juga membawa
akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap
anak, maka terlebih dahulu akan dijelaskan
mengenai isi Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan
bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan
dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas mempunyai
dua penafsiran, pertama bahwa Pasal tersebut
mempunyai makna bahwa anak yang sah menurut
Undang-Undang tersebut adalah anak yang lahir
dari perkawinan yang sah. Walaupun adanya anak
itu terjadinya sebelum atau diluar perkawinan yang
sah asalkan anak itu lahir setelah perkawinan sah
berlangsung antara pria dan wanita yang
menyebabkan terjadinya anak itu maupun antara
wanita dan pria yang bukan bapak biologis dari
anak itu, maka anak tersebut tetap sebagai anak

yang sah.
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Kemudian makna yang kedua bahwa anak
yang sah adalah anak sebagai akibat perkawinan
yang sah. Dengan kata lain bahwa anak yang sah
anak yang terjadinya benar-benar akibat dari
hubungan perkawinan yang sah juga. Dalam hal ini
anak tersebut lahir setelah adanya perkawinan dari
seorang pria dan wanita.

Mengenai kedudukan anak akibat dari
adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2)
huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan menyatakan bahwa keputusan
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut
terhadap anak-anak.**’

Asas berlaku surut atau retroaktif dalam
hukum perkawinan diberlakukan hanya dalam
bidang pembatalan perkawinan secara terbatas,
yaitu pemberlakuan batalnya ikatan perkawinan,
meskipun pembatalannya terjadi setelah adanya
akad nikah, namun asas retroaktif ini tidak berlaku
surut bagi anak-anak yang telah dilahirkan.

Sedangkan bidang hukum perkawinan yang lain

37 pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.
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tetap menggunakan asas non-retroaktif baik dalam
materi hukumnya maupun implementasinya.

Apabila suatu perkawinan dibatalkan oleh
pengadilan maka perkawinan tersebut dianggap
tidak pernah ada. Hal ini dikarenakan pembatalan
tersebut berlaku sejak berlangsungnya perkawinan
dan  dimulai  sejak  keputusan  pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun
demikian, pemberlakuan ini terbatas dan tidak
berlaku surut (non-retroaktif) bagi status anak-anak
yang sudah terlanjur dilahirkan dari perkawinan
tersebut, suami-istri yang beritikad baik dan pihak
ketiga terkait masalah keperdataan.

Anak-anak yang sudah terlanjur dilahirkan
dari suatu perkawinan yang kemudian dibatalkan
oleh pengadilan, tetap mempunyai status sebagai
anak sah dari pihak bapak ibunya, meskipun
perkawinan kedua orang tuanya tersebut dianggap
batal sejak akad nikah. Hal ini dikarenakan
berdasarkan keyakinan ajaran agama, anak-anak
yang dilahirkan dari rahim ibu memiliki status
fitrah (suci). Anak tersebut tidak menanggung
beban taklifi atau tuntutan hukum atas perbuatan
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yang dilakukan oleh bapak ibunya. Ketentuan ini

jelas lebih mengedepankan aspek kemaslahatan dan

kemanfaatan hukum bagi anak-anak yang telah
dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan oleh
pengadilan.’*®

Batalnya perkawinan tidak akan
memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua
orang tuanya meskipun hubungan perkawinan
orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewaris
terhadap orang tuanya dan kedua orang tua
memiliki  kewajiban untuk memelihara dan
mendidik anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal

76 KHI.2* Sedangkan Pasal 156 KHI menjelaskan

bahwa:

a. Anak vyang belum mumayyiz berhak
mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali
bila ibunya telah meninggal dunia, maka
kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas

dari ibu.

138 Ali Imron, Pemberlakuan Asas Berlaku Surut dalam Perkara Pembatalan
Perkawinan di Undang-Undang Perkawinan, Jurnal limiah IImu Hukum QISTIE
Vol. 9 No. 1 Mei 2016, him. 41.

139 pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.
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2. Ayah.

3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas
dari ayah.

4. Saudara perempuan dari anak Yyang
bersangkutan.

5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut
garis samping dari ibu.

6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut

garis samping dari ayah.

b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih

C.

untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau
ibunya.

Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak
dapat menjamin keselamatan jasmani dan
rohani anak, meskipun biaya nafkah dan
hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan
kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama
dapat memindahkan hak hadhanah kepada
kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah
pula.

Semua biaya hadhanah dan nafkah anak
menjadi tanggung jawab ayah menurut
kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai
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anak tersebut dewasa dapat mengurus diri
sendiri (21 tahun).

Bilamana terjadi  perselisihan  mengenai
hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama
memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),
(b), dan (d).

Pengadilan dapat pula dengan mengingat
kemampuan ayahnya dalam menetapkan
jumlah biaya untuk pemeliharaan dan
pendidikan anak-anak yang tidak turut
padanya.'*

3. Akibat hukum terhadap harta bersama

Akibat hukum dari batalnya perkawinan

terhadap harta bersama terdapat dalam Pasal 28
Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa
suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik,
kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan
perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain

yang lebih dahulu.

140 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,

2015), him. 227.
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Dari Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami istri yang
bertindak dengan itikad baik dalam arti tidak ada
unsur  kesengajaan  untuk  melangsungkan
perkawinan dengan melanggar hukum yang
berlaku, sehingga walaupun perkawinan itu
dibatalkan oleh Pengadilan karena tidak memenuhi
syarat-syarat perkawinan maka tetap ada pembagian
harta bersama.

Dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh
selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta
bawaan dari masing-masing suami dan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai
hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan
masing-masing sepanjang para pihak tidak
menentukan lain.

Bila perkawinan putus karena perceraian,
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974). Berdasarkan Pasal tersebut, yang dimaksud

160



dengan “hukumnya” masing-masing adalah hukum
agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.
Mengingat Pengadilan Agama menangani perkara
bagi orang yang beragama Islam maka pengaturan
harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan
menggunakan Hukum Islam.

Menurut hukum Islam harta kekayaan suami
dan harta kekayaan istri adalah terpisah satu dengan
yang lainnya yakni harta bawaan masing-masing
atau harta yang diperoleh setelah mereka terikat
dalam hubungan perkawinan. Terpisahnya harta
milik suami dan harta milik istri tersebut memberi
hak yang sama bagi suami dan istri untuk mengatur
sesuai dengan kebijaksanaan masing-masing.
Pembagian harta bersama diserahkan kepada
masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan
masing-masing pihak.'*

Dalam KHI Pasal 97 menyatakan bahwa
janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak

seperdua dari harta bersama sepanjang tidak

! Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2, Juli
2013.
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ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal
157 KHI menjelaskan bahwa harta bersama dibagi
menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam
Pasal 96-97.

Selain itu akibat hukum dari pembatalan perkawinan

dalam perspektif hukum Islam menurut pendapat Imam

Madzhab diantaranya yaitu:

142

1. Jika pembatalan perkawinan terjadi setelah
dukhul (hubungan intim) maka suami wajib
membayar mahar, tetapnya nasab anak kepada
mantan suami (jika ada anak hasil perkawinan
tersebut sebelum dibatalkan), wajib iddah atas
wanita tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh
Imam Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut
Imam Syafi’i wanita tersebut tidak wajib iddah

namun tetap mendapat mahar mitsil.

2. Apabila terjadi pembatalan perkawinan sebelum

dukhul (hubungan intim) maka ulama sepakat
bahwa istri tidak berhak atas mahar suami dan
tidak ada masa iddah bagi istri.

142 \Wahbah Az-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011),

him. 107-111.
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Menurut Al-Jaziri, jika perkawinan yang telah
dilaksanakan oleh seseorang tidak sah karena kekhilafan
dan ketidaktahuan atau tidak sengaja atau belum terjadi
persetubuhan, maka perkawinan tersebut harus dibatalkan,
yang melakukan perkawinan itu dipandang tidak berdosa,
jika telah terjadi persetubuhan maka persetubuhan itu
dianggap sebagai wathi’ syubhat. Tidak dipandang sebagai
perzinaan, yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi zina,
apabila perkawinan telah dibatalkan maka istri diwajibkan
beriddah, anak yang dilahirkan dari perkawinan itu
dipandang bukan sebagai anak zina dan nasabnya tetap
dipertalikan kepada ayah dan ibunya. Tetapi jika
perkawinan yang dilakukan oleh seseorang sehingga
perkawinan itu menjadi tidak sah karena sengaja melakukan
kesalahan seperti memberikan keterangan palsu, persaksian
palsu, surat-surat palsu atau hal-hal lain yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku maka perkawinan yang
demikian itu wajib dibatalkan. Jika perkawinan yang
dilaksanakan itu belum terjadi persetubuhan maka istri tidak
wajib beriddah, orang yang melaksanakan perkawinan itu
dianggap bersalah dan berdosa, dapat dikenakan tuntutan
pidana. Jika telah terjadi persetubuhan, disamping
perkawinan itu wajib dibatalkan, yang bersangkutan
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dikenakan tuntutan pidana, persetubuhan itu dipandang
sebagai perzinaan dan dikenakan had, nasab anak yang
dilahirkan tidak dapat dipertalikan kepada ayahnya, hanya

dipertalikan kepada ibunya saja.'*®

Dengan demikian dalam penelitian ini, bahwa
pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon
belum pernah melakukan dukhul (hubungan intim), belum
dikaruniai anak dan tidak ada harta bersama. Maka akibat
hukumnya yaitu putusnya ikatan hubungan suami istri dan
istri tidak berhak atas mahar dari suami serta tidak ada masa
iddah bagi istri. Hal ini sesuai dengan kesepakatan para

ulama madzhab.

13 Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Figh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, juz 1V, (Dar Al-
fikr, 2008), him. 118-119.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam
putusan permohonan pembatalan perkawinan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl adalah hakim mengabulkan
permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Menurut
pertimbangan dimana hakim menganggap bahwa tidak
terpenuhinya rukun dalam perkawinan yaitu cacat di
ijab dan gabulnya, artinya mahar yang diberikan palsu
(cacat), serta terdapat unsur penipuan berdasarkan
mahar yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon
yaitu berupa uang palsu (uang monopoli) dan tidak
adanya cincin emas 2 gram. Adapun mengenai adanya
penipuan atas mahar yang diberikan dalam
pertimbangan hakim yang didasarkan pada Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam itu sudah sesuai,
mengingat bahwa mahar merupakan hak istri dan istri

merasa keberatan serta tidak rela atas pemberian mahar
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uang palsu tersebut maka sangat beralasan secara
hukum oleh karena itu dapat dikabulkan.

. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan adalah
mencakup tiga hal penting; pertama, putusnya
hubungan suami istri karena terjadi penipuan berupa
mahar uang palsu dan tidak adanya cincin emas 2 gram.
Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah
ada. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang
menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai
setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan
hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungya
perkawinan. Kedua, akibat hukum terhadap anak dalam
pembatalan perkawinan tidak berlaku surut (non-
retroaktif) artinya bahwa batalnya perkawinan tidak
akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan
kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan
orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewarisi
terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki
kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak
tersebut. Meskipun pembatalan perkawinan berlaku
surut (retroaktif) terhadap ikatan perkawinan yang
sudah ada. Ketiga, akibat hukum terhadap harta
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bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak
berlaku surut terhadap harta bersama (non-retroaktif),
hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pembagian harta bersama harus dibagi secara
berimbang. Namun dalam kasus pembatalan perkawinan
ini hanya berakibat hukum terhadap hubungan suami
istri saja yaitu putusnya hubungan suami istri, artinya
dalam kasus ini belum ada anak yang dilahirkan dan
tidak ada harta bersama, dikarenakan belum pernah
berhubungan badan. Jadi akibat hukumnya vyaitu istri
tidak berhak atas mahar dari suami dan tidak ada masa
iddah bagi istri, sebab belum pernah dukhul (hubungan
intim).

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis
memberikan saran beberapa diantaranya yaitu sebagai

berikut:

1. Bagi penegak hukum alangkah baiknya lebih teliti dan
jeli dalam memutuskan perkara yang diajukan oleh
pihak yang berperkara, agar supaya lebih jelas dan
akurat serta sesuai Peraturan Perundang-undangan
maupun hukum Islam.

167



2. Sebagai orang Islam alangkah baiknya dalam menjalin
sebuah hubungan perkawinan harus dilandasi dengan
keterbukaan dan kejujuran, supaya dikemudian hari
tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga dapat
tercapainya keluarga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah.

3. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai
pihak dalam semual hal, khususnya dalam hubungannya
dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang
suci dan sakral untuk itu, hendaknya perkawinan
haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan
hukum yang berlaku. Sehingga peristiwa pembatalan
perkawinan seperti dalam kasus ini tidaklah terulang
kembali.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa
digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi
untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk
lebih memperdalam penelitian selanjutnya.

C. Penutup
Alhamdulillah wa Syukrulillah berkat rahmat, taufig,
serta pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala, akhirnya
penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang menjadi
tugas akhir ini. Tentunya karya tulis ini jauh dari kata benar,
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sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu Wa
Ta’ala.

Demikian pembahasan skripsi dengan judul
“Analisis Pembatalan Perkawinan Karena Pemberian Mahar
Palsu (Studi Putusan PA Kendal Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”. Penulis berharap dengan
adanya karya tulis ini semoga dapat menambah khazanah
keilmuan hukum Islam dan dapat berguna bagi semua
kalangan pembaca dan dapat menjadi rujukan serta
referensi dalam bidang akademik pada karya-karya
kedepannya.

Penulis dengan penuh kerendahan hati sadar atas
banyak kekurangan dan jauh dari kata kesempurnaan. Maka
dari itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca
sangat penulis harapkan. Penulis banyak mengucapkan
terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu
terealisasikannya skripsi ini. Selanjutnya penulis berharap
semoga karya tulis ini bermanfaat bagi semua kalangan
kedepannya. Amin Ya Rabbal Alamin. Wallahu A’lam bi al-

Sawab.
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PUTUSAN
Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN KENDAL, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan XxXXX XXXXXX XXXXX,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
KABUPATEN MAGELANG, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
bahwa P dalam surat gugatannya tanggal 19

Oktober 2021 telah ji gugatan P inan, yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor
2152/Pdt.G/2021/PA Kdl, tanggal 19 Oktober 2021, mengajukan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26

Safar 1443 H. Pemohon dengan telah ingkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Agama K Kali K Kendal i dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;
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2. Bahwa pada saat i Pemohon

sebagai janda cerai dan Termohon berstatus sebagai Jejaka;

3: Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum
pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul);

4. Bahwa 5 jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00
WIB di tanggal 04 Oktober 2021, Pemohon mendapati bahwa Termohon
berbohong tentang mahar perkawinan;

5. Bahwa janji untuk i mahar

berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan cincin perkawinan berupa
emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon mencarinya, Pemohon
hanya mendapati uang mahar berupa uang monopoli (uang mainan) dan
tidak ada cincin yang dijanjikan;

6. Bahwa saat Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada
Termohon, Termohon justru marah dan selalu beralasan dengan alasan
yang tidak jelas;

7. Bahwa dikarenakan hal tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021,
Termohon pergi dari rumah Pemohon serta saat ini diketahui berada
sebagaimana alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dikarenakan hal tersebut Pemohon merasa dibohongi oleh
Termohon, dan untuk j F F
Perkawinan;

9. Bahwa Pemohon merupakan golongan masyarakat yang kurang
mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 1531/X/2021 yang

oleh i Desa Kraj K Kali

Kabupaten Kendal tanggal 18 Oktober 2021;
Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon

untuk mengajukan permohonan ini, untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya dan

perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:;

s P P
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT (Alm))
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dengan Termohon (TERGUGAT) sebagaimana tercatat dalam Kutipan

Akta Nikah nomor : 0462/049/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019;

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama

Kendal tahun anggaran 2021;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

kuasa i telah di il secara resmi dan patut yang relas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

itu di suatu yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang gl p { telah dip il secara resmi dan patut,

lanj dimulai i dengan bacak surat gugatan
Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:
. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324196606880002 tanggal 02

-

Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukii P.1);

. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kaliwungu Nomor :0392/007/X/2021 tanggal 04
Oktober 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P.2);

B. Saksi:

1 Ngateni binti Prayitno, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu

N

rumah tangga tempat tinggal di Perum Pantura Regency Blok A 58
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RT.001 RW.013 Desa Krajan Kulon Ki Kali K
Kendal, di bawah beri sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4
Oktober 2021;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak karena belum

pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);

- Bahwa setelah selesai il jam
Pemohon i kalau i mahar
perkawinan;

- Bahwa janii akan beri mahar kepada

Pemohon berupa uang sejumiaj 1.000.0000,-(satu juta) rupaih dan
cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan
(uang palsu) dan tidak ada cincin emas;

- Bahwa Pemohon masi dengan akan tetapi
Termohon malah marah-marah;

2; Abdul Somad bin H. Abdul Mukhid, umur 39 tahun, Agama Islam,

pekerjaan Perangkat Desa tempat tinggal di Dusun Kranggan Il RT.002

RW.003 Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, di

bawah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 4
Oktober 2021;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama
tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 hari;

- Bahwa dan tidak iai anak karena belum
pernah berhubungan suami isteri (Qobla Dukhul);

- Bahwa setelah selesai jam
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Pemohon i kalau i mahar
perkawinan;

- Bahwa janiil akan i mahar kepada

Pemohon berupa uang sejumlaj 1.000.0000,-(satu juta) rupaih dan
cincin berupa emas 2 gram, namun yang ada berupa uang mainan

(uang palsu) dan tidak ada cincin emas;

- Bahwa Pemohon irmasi dengan , akan tetapi
Termohon malah marah-marah;
Selain itu, Pemohon juga menghadirkan seorang Saksi Ahli, sebagai
berikut:
1 Sudardi bin Rupi'i, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PLT
Kepala KUA Kaliwungu, tempat tinggal di RT.003 RW.002 Desa
i K Patebon K Kendal, di bawah sumpahnya

menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertugas di KUA Kecamatan Kaliwungu sejak tanggal
15 Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan i di KUA K
Kaliwungu;

- Bahwa saksi menanyakan mahar kepada calon mempelai;
- Bahwa Mahar Pemohon kepada Termohon yaitu seperangkat alat
sholat dan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu menikah yang dibawa
seperangkat alat Sholat dan uang monopoli / uang hiasan itu dibawa
di KUA, sedangkan uang yang asli saksi tidak tahu;
- Bahwa pernikahan mereka sudah dicatatkan dalam register;
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan
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telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat
dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

judicio memiliki legal ing sehingga F dapat dii sebagai

pihak yang i hak dan b dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat

permohonannya bahwa Pemohon dan telah

secara Islam di Kantor Urusan Agama, maka perkara ini merupakan

absolut P i Agama untuk memeriksa  dan

menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang
kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

bahwa surat per P Pemohon

dan Termohon bertempat tinggal dan il di wilayah yurisdiksi P
Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi
Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 25 Undang
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 74 Kompilasi
Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak

Pemohon  agar p inannya dengan Termohon,

i i oleh ketent Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi

dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak gnya itu di suatu yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa

secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

AoV s b ol o856 0 66 UL g0 0
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Artinya : “Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. * (Ahkamul
Qur-an Il : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur
mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat
dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung
R.l. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan,
bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan
untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa perkara ini di bidang p inan,
dan surat Pemohonan, Pemohon dan Termohon
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 25 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kendal

g untuk il dan il Perkara ini;
bahwa 1 Surat Edaran Mahkamah

Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dil s hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan
dalil-dalil gugatannya;
Menimbang, bahwa untuk i dalil-dalil h

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta p i ian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah
bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan meteriil, serta it

yang sempurna dan mengikat;
Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah
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i syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil
gugatan angka 1 dan angka 4, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;
Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

b h

i syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

bahwa g saksi 2 Pemohon mengenai dalil

gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Pemohon, sudah dewasa dan sudah

i i syarat formal sebagaimana diatur dalam

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai dalil
gugatan angka 1, adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

bahwa bukti P.1, P.2, dan keterangan 3 orang

saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;
1 Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal
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04 Oktober 2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan
telah i yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu,
Kabi Kendal i dalam Kutipan Akta Nikah Nomor
0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon

tinggal bersama di rumah Pemohon selama 2 (dua) hari, dan belum
pernah berhubungan layaknya suami istri (Qobla Dukhul) dan beberapa
jam setelah pernikahan tersebut, atau pada pukul 14.00 WIB di tanggal
04 Oktober 2021, Pemohon i bahwa

tentang mahar perkawinan;

3: Bahwa Pemohon merasa dibohongi karena Termohon menjanjikan
untuk memberikan mahar berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- dan
cincin perkawinan berupa emas seberat 2 gram, namun saat Pemohon

P on hanya i uang mahar berupa uang
monopoli (uang mainan) dan tidak ada cincin yang dijanjikan dan saat
Pemohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Termohon, Termohon
justru marah-marah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut

petitum Pemohon yang menyatakan bahwa

perkawinan Pemohon dengan tidak i rukun

yakni tidak adanya mahar yang diberikan Termohon kepada Pemohon. Dalam
hal ini diatur dalam oleh pasal Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan, “apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar

boleh dit baik untuk seluruhnya atau untuk ian. Mahar yang

belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.”
Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan
fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama
Kendal tahun 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
g D F P hon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Membatalkan perkawinan Pemohon (PENGGUGAT ) dengan
Termohon ( TERGUGAT ) yang dilaksanakan pada tanggal 04 Oktober
2021, bertepatan dengan 26 Safar 1443 H. Pemohon dengan Termohon
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama K Kali Ki Kendal;

4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana dalam
Kutipan Akta Nikah Nomor 0392/007/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021
yang dikeluarkan oleh KUA Kali g K

Kendal tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama

Kendal tahun 2021 sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh lima ribu

rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Maijelis yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M. bertepatan
dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmat, M.H. dan H. Moh. Istighfari, S.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 M.
bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Masturoh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;
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Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Rohmat, M.H. Drs. H. Ma'sum, SH., MH.
Hakim Anggota,

H. Moh. Istighfari, S.H
Panitera Pengganti,

Dra. Masturoh
Perincian Biaya :
Biaya Pendaftaran : Rp 0,00,-
Biaya Proses : Rp 75.000,00,-
Biaya Pemanggilan : Rp 265.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 0,00,-
Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 350.000,00,-

Hal 11 dari 11 hal Put. No 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl
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INSTRUMEN PENELITIAN
PEDOMAN WAWANCARA HAKIM

Nama : Drs. Ma’sum Kholil, S.H, M.H.

Jabatan : Hakim

Alamat . Terboyo wetan, Kec. Genuk, Kota
Semarang

Pendidikan Terakhir 1 S2

1. Apa penyebab dari pembatalan perkawinan Nomor
2152/Pdt.G/2021 di Pengadilan Agama Kendal?
Penyebabnya adalah pertama tidak terpenuhinya rukun
perkawinan yaitu mahar, kedua adanya penipuan tentang
mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu
berupa uang palsu (uang mainan) dan tidak adanya cincin
emas 2 gram.

2. Kapan permohonan pembatalan perkawinan Nomor
2152/Pdt.G/2021 diterima oleh Pengadilan Agama Kendal?
Permohonan pembatalan perkawinan tersebut telah
diterima Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 19
Oktober 2021.

3. Apakah Pengadilan Agama Kendal sudah memanggil

secara sah dan patut kepada Termohon/Tergugat?
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Pengadilan Agama Kendal sudah memanggil para pihak
Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, akan tetapi
pihak Tergugat tidak hadir.
. Apakah ada proses mediasi dalam permohonan pembatalan
perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021?
Tidak ada proses mediasi, dikarenakan tidak hadirnya
pihak Tergugat, dan tidak pula bahwa tidak datangnya itu
disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu
Tergugat dinyatakan tidak hadir (verstek). Sebagaimana
ketentuan Pasal 125 HIR. Dalam perkara ini Majelis tidak
menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak
(Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan
mediasi, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi.
Bagaimana alasan bapak kenapa mahar masuk kedalam
rukun perkawinan?
Hakim menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat cacat di ijab dan gabulnya, artinya bahwa
mahar wajib atau selalu disebutkan dalam akad nikah.
Namun, dalam hal ini apa yang diucapkan oleh Tergugat
ketika dalam akad nikah tidak sesuai dengan faktanya yaitu
mahar yang diberikan berupa uang palsu (uang monopoli)
dan tidak adanya cincin emas 2 gram. Sedangkan dari
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pihak walinya, Penggugat dan pihak KUA pun tidak
mengetahuinya kalau mahar yang diberikan tersebut adalah
uang palsu yang dibentuk dalam figura.
. Apakah yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim
dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan
Nomor 2152/Pdt.G/2021?
Dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan
permohonan pembatalan perkawinan tersebut didasarkan
pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam,
yang menyatakan “apabila pada waktu berlangsungnya
perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai
diri suami atau istri, maka perkawinan tersebut dapat
dibatalkan”.
. Apakah yang menjadi alasan dasar pertimbangan Hakim
menjatuhkan  putusan  verstek pada  permohonan
pembatalan perkawinan Nomor 2152/Pdt.G/2021?
Alasan dasar hakim menjatuhkan putusan verstek yaitu
sudah dipanggilnya para pihak Penggugat dan Tergugat
secara sah dan patut, akan tetapi pihak Tergugat tidak
pernah datang menghadap dimuka sidang tanpa alasan
yang sah, maka dari itu hakim menjatuhkan putusan
verstek.
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8. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan perkawinan

Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.KdI?
Akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah
putusnya hubungan suami istri, hal ini sesuai Pasal 28 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Selain itu istri tidak berhak atas mahar, dan
tidak ada masa iddah bagi istri sebab belum pernah dukhul
(hubungan intim).

9. Mengapa biaya dalam perkara ini dibebankan kepada
DIPA PA Kendal, bukan dibebankan kepada Pemohon?
Biaya Gugatan atau Permohonan seharusnya dibebankan
kepada pihak yang mengajukan, dasarnya Pasal 89 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi
berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala
Desa, bahwa pihak penggugat tidak mampu, maka dari itu
biaya dibebankan kepada DIPA atau gratis (Prodeo).
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Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara dengan bapak Drs. H. Ma’sum, S.H., M.H.
Selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal (Ketua Majelis)

Gambar 2. Wawancara dengan bapak Sundoro, Ady N, S.Sos., S.H.
Sebagai Panitera Muda Pendadilan Agama Kendal
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RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilmi Azmi Labib

TTL : Demak, 25 November 2000

Jenis Kelamin . Laki-Laki

Agama . Islam

Alamat : Ds. Ngelokulon, Kec. Mijen, Kab.
Demak

No. HP/WA : 081225202261

Email : labibazmilO@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. TK Sri Indah Ngelokulon, Mijen, Demak

2. SDN Ngelokulon, Mijen, Demak

3. MTs NU TBS Kudus

4. MA NU TBS Kudus

5. UIN Walisongo Semarang
B. Non Formal

1. Madrasah Diniyah Nuruh Huda Ngelokulon

2. Pondok Pesantren TBS Kudus

3. Pondok Pesantren Darul Falah Besongo Semarang
C. Pengalaman Organisasi

1. IKSAB TBS Cabang Semarang

2. Anggota PMII Rayon Syariah angkatan 2019

3. Pengurus Darul Falah Besongo

Demikian CV ini saya buat sesuai dengan keadaan yang

sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 15 Mei 2023

T fo—

—

Hilmi Azmi Labib
NIM. 1902016041
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